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Tanya bendahara Media Parahy- 
angan (MP) sore itu sedang cemas, hal itu 
terjadi karena Proposal Kegiatan Diklat 
MP yang telah diajukan hampir 1 bulan itu 
tidak juga mendapatkan ditanda-tangani. 
Alhasil, hingga kurang dari H-l minggu 
menjelang acara, dana tak kunjung cair. 
Sejak hari itu pula, Vincent dan rekan MP 
lainnya berusaha untuk mencari tahu, ke- 
manakah perginya proposal “Rangkaian 
Penerimaan dan Pelantikan Anggota 
Baru” setelah 28 hari berkelana di birokra¬ 
si Unpar. 

Biro Kemahasiswaan Alumni 
(BKA) yang saat itu ditemui namun Ia 
mengatakan tidak mendapatkan respon 
yang baik. “Kamu merasa gak kamu mer¬ 
ugikan UNPAR?” ucap Vincent Fabian 
Thomas selaku Pemimpin Umum MP me¬ 
nirukan ucapan Matheus Setiyanto (akrab 
disapa Yanto), Kepala BKA saat ditemui 
pada 17 November 2017. 

Vincent mengatakan pertanyaan 
itu dilontarkan kepadanya pada hari Sela¬ 
sa, 10 Oktober 2017 silam. Sore itu, lanjut 
Vincent, ia kembali berusaha menemui 


Yanto untuk meminta kejelasan lebih rinci 
perihal apa kesalahan yang ia lakukan se¬ 
bagaimana yang diutarakannya pada siang 
hari sebagai penyebab tidak dikabulkann¬ 
ya proposal Kegiatan “Rangkaian Peneri¬ 
maan dan Pelantikan Anggota Baru Media 
Parahyangan”. 

Saat Vincent menanyakan men¬ 
gapa ia harus merasa telah merugikan UN¬ 
PAR, ia mendapat jawaban, “Ya gak ngerti, 
orang-orang (red. Para Pejabat Bidang III, 
Kemahasiswaan) merasa kayak gitu,” ucap 
Vincent menirukan lagi ucapan Yanto. 
Ketika Yanto dimintai klarifikasi mengenai 
keterangan Vincent, Ia mengatakan lupa 
karena Ia banyak bertemu dengan maha¬ 
siswa. 

Terkait dua pertemuan pada hari 
Selasa itu, Vincent pun menerangkan bah¬ 
wa ia tidak seharusnya bertemu dengan 
Yanto, tetapi Paulus Sukapto (Akrab disa¬ 
pa Kapto) selaku Wakil Rektor Bidang Ke¬ 
mahasiswaan dan Modal Insani (WR III). 
Sebelum pertemuan pada siang hari itu, 
Vincent dan Tanya Lee (Bendahara Media 
Parahyangan) tengah berusaha menemui 
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Kapto, tetapi tanpa sebab yang 
jelas, mereka ditolak untuk bertemu. 
“Disuruh ketemu sama pak Yanto aja wak¬ 
tu itu,” terang Vincent. 

Penghambatan dana kegiatan ini 
mulai diketahui Vincent setelah mendapat 
informasi dari Tanya. Pada Senin, 9 Okto¬ 
ber 2017 lalu, Tanya sempat mendatangi 
Gugie Triadi, Staff BKA menanyakan pen¬ 
cairan dana. Namun, Tanya mendapat ka¬ 
bar bahwa Kapto tidak mau menandatangi 
proposal Media Parahyangan lantaran ala¬ 
san lain yang tidak berkaitan dengan Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM). 

Esoknya, Vincent juga sempat 
menemui Mangadar Situmorang selaku 
rektor UNPAR dengan tujuan banding 
internal perihal masalah proposal terse¬ 
but. Selepas ia menceritakan duduk per¬ 
kara, Mangadar hanya berkilah, “Saya 
sudah punya sikap, tapi kita tunggu dulu 
penyelesaian secara kelembagaan,” ucap 
Vincent menirukan ucapan Mangadar. 

Masih di hari itu, Vincent menu¬ 
turkan sore itu ia dihubungi secara men¬ 
dadak oleh tiga nomor berbeda sekaligus 


Ternyata, Tanya, Lucky Reza (staff Redak¬ 
si), dan Fiqih Rizkita (Pemimpin redaksi) 
dipanggil secara mendadak oleh Gugie 
Triadi lantaran mendapat kabar bahwa 
WR III mau bertemu untuk membicara¬ 
kan seputar proposal kegiatan MP. 

Sore itu, cuaca agak mendung, di 
sebuah ruangan dengan beberapa meja di 
tengah yang disusun ala meja rapat, Tan¬ 
ya, Lucky, dan Fiqih duduk berhadapan 
dengan Kapto, Gugie, dan Pietre Gun- 
awan. Pertemuan mendadak itu ternyata 
membahas seputar sidang sengketa yang 
sedang dijalani oleh Vincent. 

Hal itu terbilang ganjil sebab 
sidang sengketa yang Vincent jalani ter¬ 
daftar atas nama pribadi, tetapi dikaitkan 
dengan organisasi Media Parahyangan. 
Sebelumnya, laporan pertanggungjawa¬ 
ban kegiatan di bulan sebelumnya sem¬ 
pat dihambat atas alasan yang sama, yaitu 
sidang Sengketa Vincent. Beberapa kali 
Kapto mengatakan “Saya melihat Vincent 
ini ketua MP, jadi merepresentasikan MP 
pula,” ujarnya sore itu. 
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Selain menghambat proposal ke¬ 
giatan, Kapto pun meminta Vincent un¬ 
tuk “beristirahat” dari jabatannya sebagai 
ketua MP. “Saya melihat jangan sampai 
sebagai pimpinan UKM waktu tersita, ter¬ 
kurangi atau pikiran terkurangi sehingga 
menganggu kegiatan (red. memimpin 
organisasi)” ucap Vincent menirukan ala¬ 
san Kapto pada sore itu. Menurut Vincent, 
ketika mendengarnya, kalimat itu seolah 
menyatakan bahwa Kapto ingin ia ber¬ 
henti, hanya saja caranya lumayan “halus”. 

Di pertemuan itu juga, Kap¬ 
to juga mempertanyakan apa yang akan 
dilakukan Vincent setelah sidang terh¬ 
adap kasus SLF yang dijalani. Vincent 
pun menjawab mengenai tindak lanjutn¬ 
ya, Ia mengatakan bahwa itu tergantung 
hasil dari sidang, jika ada Banding tentu 
persidangan akan berlanjut dan akan 
selesai jika tidak ada proses Banding. 
Pada akhirnya, setelah percaka¬ 
pan yang berputar-putar itu Kap¬ 
to memutuskan untuk menandatan¬ 


gani proposal kegiatan tersebut. 
Dengan tanda tanya besar di kepalan¬ 
ya vincent keluar dari ruangan tersebut. 

“Karena sebelumnya dia 
(Kapto) sangat enggan menan¬ 
datangani, tapi tiba-tiba dia tan- 
datangan 


Vincent pun mengkhawatirkan 
bahwa poin pembicaraan yaitu Vincent 
berhenti jadi pemimpin MP, lalu soal tidak 
ada tindak lanjut apapun setelah sidang 
dianggap Kapto sebagai syarat atas ditan¬ 
datanganinya proposal kegiatan diklat MP. 

Setelah dimintai klarifika¬ 


si mengenai apa yang disebutkan Vin¬ 
cent tersebut melalui email dan be¬ 


berapa kali dimintai wawancara, 
Kapto tidak memberikan tanggapan. 
Represi Pasca Sidang 

Selasa, 17 Oktober 2017 menja¬ 
di penanda berakhirnya Sidang Penyele¬ 
saian Sengketa Informasi yang Vincent 
jalani. Dalam putusan No. 910/PTSN- 
MK.MA/KI-JBR/X/ 2017, amar putu¬ 
san menyatakan bahwa Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF) Gedung Pusat Pembelaja¬ 
ran Artnz Geise (PPAG) Unpar sebagai 
dokumen yang terbuka (boleh diperoleh 
dan disebarkan), tetapi tidak ditemu¬ 
kan di Dinas Tata Ruang (Distaru). 

Karena itu, Pemerintah kota 
Bandung diperintahkan untuk mem¬ 
berikan surat pernyataan bahwa doku¬ 
men tersebut tidak ada sebab instan¬ 


sinya belum menerbitkan SLF Gedung 
tersebut sebagaimana yang tercantum 
dalam Surat k No. 180/4680-Distaru. 


Mengintip Pembangunan dengan SLF 


Media Parahyangan, sebagai 
UKM Jurnalistik merasa bahwa hal terse¬ 
but adalah hal yang bersifat untuk kepent¬ 
ingan publik khususnya bagi civitas ak¬ 
ademika UNPAR. Dan sebagai lembaga 
jurnalistik di kampusnya, MP memiliki 
peran untuk mengawal proses pemban¬ 
gunan gedung PPAG. Bahkan disebutkan 
juga secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 
53 dalam Peraturan Daerah Kota Bandung 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan 
Gedung, 


Namun saat proposal Wakaji 
ini diajukan, hal itu tidak mendapatkan 
dukungan dari kampus. Seperti pada 
ditolaknya penandatanganan proposal 
kegiatan Wakaji ini oleh WR III. Ia pun 
sempat mengatakan “Kan katanya sudah 
tidak akan nada apa-apa lagi setelah si¬ 
dang,” dan kekhawatiran Vincent pun be¬ 
nar, bahwa ucapan yang berputar di per¬ 
temuan mendadak sore itu pun dijadikan 
sebagai syarat, meski tidak ada perjanjian 
resmi maupun tertulis. 


“Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangu¬ 
nan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang 
merupakan perwujudan kehendak dan keinginan mas¬ 
yarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, mem¬ 
beri masukan, menyampaikan pendapat dan pertimban¬ 
gan... ” 
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EDITORIAL: 


MELALAIKAN SL 


KESELAMATJ 


SLF (Sertifikat Laik Fungsi) mer¬ 
upakan sebuah dokumen penting dalam 
persoalan bangunan gedung yang kerap 
kali dihiraukan atau dipandang sebelah 
mata. Bukan hanya menjadi syarat untuk 
suatu bangunan digunakan, SLF sebe¬ 
narnya lebih dari itu. SLF berbicara men¬ 
genai jaminan keselamatan dan keamanan 
pengguna sebuah bangunan gedung. Wa¬ 
laupun dokumen ini tak juga seperti jimat 
penolak bala atau bencana, tapi setidaknya 
risiko bencana bisa diminimalisir. 

Dalam upaya menjamin hal 
itu, Pemerintah kota Bandung memiliki 
pelaksanaan pengawasan dan pengenda¬ 
lian pembangunan di kotanya, tetapi ha¬ 
nya saja masih “bingung” dalam penega¬ 
kan SLF di kota Bandung. Mereka masih 
berdalih bahwa tidak ada kata “wajib” di 
dalam aturan Permen PU 25 Tahun 2007 
meskipun dalam Pasal 119 Perda Kota 
Bandung No 5 Tahun 2010 telah memuat 
kata “harus”. Padahal persoalannya bukan 
masalah wajib atau tidak. Saat sebuah ge¬ 
dung belum terjamin soal keselamatan 
dan keamanan, pemilik atau pengelola 
gedung berarti tengah mempertaruhkan 
nyawa manusia. 


Dengan senang hati, mereka 
memberi pengakuan bahwa banyak ba¬ 
ngunan di kota Bandung ini yang tidak 
memiliki SLF. Ketika disuguhkan fak¬ 
ta bahwa bangunan Pusat Pembelajaran 
Arntz Geise (PPAG) UNPAR yang telah 
digunakan selama 1 tahun masa ajar tak 
memiliki SLF, mereka pun dengan senang 
hati mengatakan itu bukan sebuah pelang¬ 
garan, dan merasa tak perlu melakukan 
apapun. Mereka berdiam diri. 

Tentunya pembiaran ini tak 
bisa diterimat, Perwal Kota Bandung No. 
743/2014 mengatur mengenai rincian tu¬ 
gas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata 
kerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 
(Distarcip - kini Distaru) Kota Bandung. 
Dalam pasal 20 ayat 4 huruf j, Dinas Tata 
Ruang (Distaru) memiliki tugas seksi Ar¬ 
sitektur Kota yaitu, “melaksanakan verifi¬ 
kasi bangunan cagar budaya dan verifikasi 
Sertifikat Laik Fungsi” sehingga merupa¬ 
kan kewajiban Distaru untuk menginveta- 
risasi dan mengecek kesesuaian informasi 
terkait kelengkapan dokumen perizinan 
sebuah gedung terutama yang berkaitan 
dengan kelaikan fungsi sebuah gedung 
yang akan atau sedang digunakan. 
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Juga dalam Permen PUPR no. 27 tahun 
2007 dalam penjelasan mengenai dasar 
pemberian SLF pada bangunan dapat di¬ 
proses oleh beberapa poin. Permintaan 
pemilik/pengguna bangunan gedung; 
Adanya perubahan fungsi, perubahan 
beban, atau perubahan bentuk bangunan 
gedung; Adanya kerusakan bangunan ge¬ 
dung akibat bencana seperti gempa bumi, 
tsunami, kebakaran, dan/atau bencana 
lainnya. Yang terakhir bahkan menyebut¬ 
kan perihal adanya laporan masyarakat 
terhadap bangunan gedung yang diin¬ 
dikasikan membahayakan keselamatan 
masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Dalam kasus gedung PPAG, bu¬ 
kan hanya adanya laporan mengenai ke¬ 
bakaran dan fungsi keamanan kebakaran 
gedung tak berfungsi, bahkan sudah ter¬ 
bukti bahwa bangunan ini tidak memiliki 
SLF dan pemerintah kota seolah memilih 
untuk tak melakukan apapun. 

Meskipun demikian, ketika ber¬ 
bicara mengenai SLF, tentu tak bisa ha¬ 
nya melihat ketidaktegasan aturan atau 
pemerintah dalam melihat persoalan ini. 
Namun, kita juga harus melihat juga per¬ 
an dari pemilik atau pengelola bangunan, 
seberapa jauh mereka menjamin kesela¬ 


matan dan keamanan para pengguna ge¬ 
dungnya? 

UNPAR, sebagai institusi pen¬ 
didikan, telah terbukti mengoperasikan 
bangunan yang tak memiliki SLF, terlepas 
pelanggaran atau bukan. Tentu mendi¬ 
dik barangkali bukan hanya sekedar per¬ 
kataan yang terucap di kelas ketika dosen 
membelakangi pancaran power point, 
melainkan juga dapat dilakukan dengan 
memberi contoh yang baik untuk maha¬ 
siswa atau masyarakat umum. Namun di 
tengah dugaan adanya kelalaian terhadap 
aspek keamanan dan keselamatan gedung 
yang digunakn warganya, kita mendapati 
adanya upaya mencari celah dari peratur¬ 
an untuk melakukan pembenaran terha¬ 
dap ketiadaan SLF ini. 

Ketika ditanya, baik dari pihak 
pengelola (rektorat) maupun pihak pemi¬ 
lik (yayasan) selalu bekata bahwa mereka 
tak pernah sedetik pun melalaikan kes¬ 
elamatan civitas akademikanya. Mereka 
mengatakan bahwa SLF tentu akan segera 
diurus ketika pembangunan telah selesai 
secara keseluruhan. Sementara itu, mereka 
juga mengakui bahwa bangunan yang kini 
tengah digunakan oleh Fakultas Teknik 
memang tak akan pernah bisa mendapa- 
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tkan SLR Saat pembangunan memang 
belum selesai, menggunakan bangunan 
tersebut dengan alasan agar kegiatan be¬ 
lajar mengajar masih dapat berlangsung 
terkesan maksud yang mulia. 

Padahal dalam penjelasan pener¬ 
bitan SLF bangunan gedung, pada Permen 
PUPR nomor 25 tahun 2007 dijelaskan 
bahwa dapat diberikan penerbitan SLF 
untuk sebagian pada unit bangunan ge¬ 
dung yang terpisah secara horizontal, atau 
terpisah secara konstruksi; dan juga untuk 
kelompok unit bangunan gedung dalam 1 
(satu) kaveling/persil (ukuran untuk ba¬ 
gian tanah yang telah dipisahkan dari kes¬ 
eluruhan luas tanah) dengan kepemilikan 
yang sama, SLF bangunan gedung dapat 
diterbitkan secara bertahap untuk seba¬ 
gian bangunan gedung yang secara teknis 
sudah fungsional, dan akan dimanfaatkan 
sesuai dengan permintaan pemilik/peng¬ 
guna. 

Lalu pada UU nomor 28 Tahun 
2002 tentang bangunan Gedung, Bagian 
Ketiga soal Pemanfaatan Pasal 37 tertulis 
bahwa Pemanfaatan bangunan gedung 
dilakukan oleh pemilik atau pengguna 
bangunan gedung setelah bangunan ge¬ 
dung tersebut dinyatakan memenuhi per¬ 
syaratan laik fungsi. Dan di Perda Kota 
Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Bangunan Gedung, Paragraf 5 mengenai 
SLF Bangunan Gedung pada Pasal 119 ter¬ 
tulis bahwa Setiap bangunan gedung ter¬ 
tentu yang telah selesai dibangun sebelum 
digunakan terlebih dahulu harus mempu¬ 
nyai SLF. 

Hingga saat ini, fakta bahwa ban¬ 
gunan belum selesai dibangun sebagaima¬ 
na diamanatkan dalam peraturan me¬ 
mang patut dicermati. Namun, kata-kata 
“selesai dibangun” hanyalah dalih di saat 
terang-terangan, didapati adanya niat un¬ 
tuk mengabaikan suatu kata yang tidak 
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kalah penting yaitu, “Digunakan”. 

Selain Pemerintah dan Pemi¬ 
lik bangunan, ada satu hal lagi yang per¬ 
lu kita perhatikan. Yaitu kesadaran para 
pengguna bangunan gedung akan jami¬ 
nan keselamatan dan keamanannya. Para 
pengguna ini bukan hanya berhak untuk 
mendapatkan jaminan keselamatan dan 
keamanan, namun juga berhak untuk 
menuntut pemilik bangunan atau penge¬ 
lola. Terutama untuk memastikan bahwa 
untuk berkegiatan dalam sebuah bangu¬ 
nan gedung tersebut dalam jaminan akan 
keselamatan dan keamanan. 

Yang patut diperhatikan lebih 
dalam persoalan SLF ini bukanlah soal 
pelanggaran ataupun kurang tegasnya 
aturan. Namun persoalan keamanan dan 
keselamatan manusia, dan untuk menja¬ 
min hal itu tidak bisa ada tawar-menawar. 
Hingga pada saat yang tidak terduga nanti, 
jangan sampai uang yang dibayarkan oleh 
mahasiswa tiap semester malah dipakai 
sebagai uang santunan. Sebab lebih baik, 
sedari awal dialokasikan untuk mengh¬ 
indarkan dari hilangnya nyawa yang tidak 
ternilai sekalipun dengan 1000 Gedung 
PPAG sebagai gantinya. 







Sore itu, Selasa 21 Maret 2017, 
kegiatan di Unpar masih berjalan sebagai 
mana biasanya. Parkiran penuh, maha¬ 
siswa berkumpul dan beberapa ada yang 
merokok santai. Kegiatan belajar mengajar 
telah berakhir, suara pembangunan yang 
biasanya berisik pun sudah mulai mereda. 
Kala gedung-gedung sudah tidak sepenuh 
di waktu pagi atau siang, kegiatan maha¬ 
siswa tentunya tidak berhenti sampai situ. 
Nyatanya, masih banyak mahasiswa yang 
berkegiatan, salah satunya Ari Triawan, 
seorang mahasiswa Arsitektur 2015. 

Pada sekitar pukul 19.00 WIB, 
ia tengah berada di Coop-space, tepatnya 
dibalik gedung Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM), mengerjakan apapun yang sekira¬ 
nya bisa ia kerjakan. Sampai suatu saat, 
konsentrasinya terganggu ketika ia men¬ 
dengar teriakan “Kebakaran-kebakaran!” 
Mendengar teriakan itu, sontak Ari pergi 
ke dalam UNPAR untuk mencari tahu apa 
yang telah terjadi. 

Teriakan itu bukan candaan, 
sebuah api ternyata berkobar di lantai 2 
gedung Pusat Pembelajaran Arntz-Geise 
(PPAG) atau dikenal di kalangan maha¬ 
siswa Fakultas Teknik, Gedung 45. 


“Saat itu semua kacau dan panik mencari 
air, ember dan segala macem. Terus saya 
inisiatif ngecek kenapa harus nyari ember, 
kan ada hydrant,” kata Ari mengingat keja¬ 
dian di malam itu. 

Ia pun bergegas untuk mencari 
hydrant dan selang air terdekat di sekitar 
lokasi itu. Akan tetapi ketika ia mengece¬ 
knya, hydrant yang ada di lantai dasar ge¬ 
dung baru itu sama sekali tidak berfungsi. 
“Pas saya cek, nggak bisa diapa-apain. Di¬ 
buka kerannya, dipencet tombolnya gak 
mau nyala (red. alarm). Langsung saya vid- 
eoin aja,” jelas Ari mengingat responnya 
atas tidak berfungsinya hydrant. 

Sebagai mahasiswa Arsitektur 
pun, ia merasa kecewa, “Maksudnya kan 
ini baru banget dibangun, tapi malah kaya 
gini standar keamanannya, gak jelas, jelek, 
buruk,” keluhnya. Kotak merah yang ada 
pada saat itu hanya jadi sekedar pajangan. 
Ari pun menuturkan bahwa Ia pun bin¬ 
gung dan tidak tahu harus mengadu ke sia¬ 
pa. “Keburu chaos-kan,” ujarnya 

Di malam yang tidak biasa itu, 
Ari tidak sendirian. Tidak lama ketika ke¬ 
bakaran berlangsung, banyak mahasiswa 
berdatangan, mengambil gambar baik da- 
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lam bentuk foto maupun video. “Sepertin¬ 
ya sih tidak terlalu membahayakan. Tapi 
memang lumayan besar,” ucap Ari. 

Pada pukul 21.03 WIB, keba¬ 
karan masih berlangsung hingga datangn¬ 
ya 4 mobil pemadam kebakaran (damkar) 
ke lokasi. “Kalo nggak salah itu pakai dua 
selang dari damkar sampai akhirnya api 
padam. Ya, sayangnya sebenernya itu tuh 
hal yang bisa dicegah lebih awal,” ujar Ari 

Namun, menurut keterangan Ari, 
sebelum pemadam kebakaran datang dan 
memadamkan api, sempat ada satu mobil 
yang menghalangi sirkulasi mobil damkar. 
“Jadi damkar itu harus masuk lebih da¬ 
lam kan. Tapi waktu itu kalo nggak salah 
ada mobil parkir yang menghalangi jalan 
damkar. Jadinya harus mindahin mobil 
sehingga harus menunggu sebentar,” jelas 
Ari. 

Tapi dari pada menunggu, mobil 
damkar yang ada ternyata mencari cara 
lain. ”Jadi akhirnya damkarnya yang jad¬ 
inya mindahin posisi. Jadi bisa lebih cepet 
masuk,” pangkasnya. 

Selain itu Ari pun menceritakan 
bahwa dari sirkulasi parkir, sebenarnya 
mobil itu berada di wilayah parkir yang 


disediakan dan memang boleh parkir di 
sana. “Tapi kayaknya dari segi sirkulasi 
parkirnya saja dia tidak memperhatikan 
aspek keamanan, apabila saat ada dam¬ 
kar masuk. Itu kayaknya ya tidak diren¬ 
canakan,” ucap Ari. 

Ia pun merasa waswas setelah kejadian 
tersebut sekaligus sesekali mengalami keti¬ 
daktenangan saat belajar. “Dengan kondisi 
yang kayak begitu, jadinya takut terulang 
lagi. Kalau misalnya di siang hari lagi 
banyak mahasiswa, kan bisa jatuh korban 
jiwa,” katanya lagi. 

Selain area basement dijadikan 
kelas dan tidak ada ventilasi, Ari menge¬ 
luhkan ketiadaan sprinkler di kelas-kelas 
Gedung PPAG. “Jadinya tidak nyaman 
saja. Terganggu kegiatan belajar-menga- 
jarnya,” sambung Ari. 

Sebelumnya, pada Agustus 2016 
sempat terjadi pemunduran jadwal kuliah 
bagi mahasiswa Fakultas Teknik lantaran 
proses pemindahan dari gedung lama 
(red. Gedung 4 dan 5) ke gedung baru 
(red. Gedung PPAG) belum selesai. Hal 
tersebut diakibatkan oleh adanya beberapa 
perubahan tata letak ruangan dari desain 
gedung PPAG yang kini dijadikan tempat 
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perkuliahan sementara mahasiswa Fakul¬ 
tas Teknik. 

Dalam diskusi mengenai ge¬ 
dung sementara ini, Amirani Ritva San- 
toso yang kala itu menjabat sebagai wakil 
dekan II juga menuturkan bahwa sekitar 
Februari atau Maret 2016, desain tata ru¬ 
ang itu mengalami perubahan sekali lagi 
dan sama sekali berbeda dengan rencana 
awal. Perubahan itu menyebabkan ruang 
studio terletak di lantai dasar sedangkan 
ruang pengurus struktural Fakultas dan 
Tata usaha (TU) tertumpuk di pojok lan¬ 
tai. Sekitar % lainnya berupa ruangan be¬ 
sar untuk dosen tanpa sekat. 

Menanggapi perubahan itu, Ami 
menjelaskan bahwa pihak FT kemudian 
meminta tata letak disesuaikan dengan 
sketsa yang telah dibuat oleh Bachtiar 
Fauzi (kala itu menjabat sebagai wakil 
dekan III). Namun, pengerjaan tata letak 
yang berbeda dari sketsa awal itu telah 
dilaksanakan sehingga terdapat beberapa 
bagian yang sudah tidak bisa diubah lagi. 

“Jadi memang banyak ruang yang 
terlihat seperti dipaksakan, seperti ruang 
seminar yang cukup kecil karena sisa ru¬ 
angnya memang hanya segitu,” ucap Ami. 
Dan di akhir semester ganjil 2017-2018 
terjadi lagi perubahan layout di bangunan 
sementara ini. 

Bicara soal kenyamanan, Ari Tri- 
awan mengatakan bahwa sebenarnya me¬ 
mang wajar jika Gedung PPAG ini tidak 
lebih nyaman dari gedung sebelumnya. 
“Karena memang gedung yang baru ini 
tidak diperuntukkan untuk kegiatan bela¬ 
jar mengajar. Ini kan gedung sementara,” 
ujarnya. Namun Ia pun mengatakan bah¬ 
wa sebaiknya hal itu lebih diperhatikan 
oleh sang perencana, bahwa gedung ini 
akan dijadikan ruang kelas untuk semen¬ 
tara waktu. 


Dampak kehadiran pembangu¬ 
nan ini pun dirasakan juga oleh dosen 
Fakultas Hukum yaitu Koerniatmanto 
(akrab disapa Koerni). Ia merasa diru¬ 
gikan karena buku-buku yang dimilikinya 
rusak akibat terkena genangan air yang 
membanjiri lantai dasar Gedung 2. 

“Padahal buku-buku saya itu di¬ 
tempatkan di dalam ruangan, airnya ma¬ 
suk ke dalam. Karena pembuangan airnya 
ditutup begitu saja dengan demikian air 
jadi tidak bisa lari kemana-mana, larinya 
ya ke ruangan itu,” ujarnya ketika diwaw¬ 
ancara di ruangannya pada hari Senin 
(10/10/2017). 

Ketika ditanya perihal pemban¬ 
gunan, Koerniatmanto pun mengatakan 
bahwa yang ia ketahui gedung tersebut 
dibangun tanpa menghiraukan sistem 
pembuangan air yang sudah terbangun di 
sebelahnya yaitu gedung 2. “Gedung hu¬ 
kum ini ada sistem pembuangan airnya. 
Lalu gedung di sebelahnya dibangun yang 
kemudian justru menutup penyaluran air 
begitu saja. Saya kira kalau yang kaya gitu 
ga perlu sekolah tinggi-tinggi untuk men¬ 
getahui hal teknis seperti itu,” ujarnya. 

Baginya hal seperti itu merupa¬ 
kan sebuah hal yang ceroboh. “Setau saya 
itu kan yang pegang orang-orang kampus 
Parahyangan. Saya rasa standarnya seha¬ 
rusnya tinggi tapi ga mengerti kenapa bisa 
bobol seperti itu,” jelasnya. 

Koerni juga mengungkapkan 
bahwa dirinya jengkel dan kecewa berat 
akibat kejadian tersebut, “Karena saya 
dirugikan dengan buku-buku saya yang 
harus kena akibat kecerobohan yang se¬ 
harusnya tidak perlu terjadi, Gedung ini 
dibangun oleh ahli-ahli teknik tetapi kok 
ceroboh?” ungkapnya. Ia pun mengatakan 
bahwa Ia sempat protes, tetapi hanya diter¬ 
tawakan. 
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“Jadi sebenernya itu sih yang setelah gue sadarin selama kuliah 
ini, UNPAR bukannya gak peduli sama mahasiswa. UNPAR itu 
peduli, tapi gak tepat sasaran aja dengan apa yang mahasiswa 
butuhin karena mungkin ya gak ada komunikasi,” 


“Saya protes ke yayasan ke rektorat ya mer¬ 
eka cuman sekedar minta maaf sampai se¬ 
karang belum ada buku-buku saya digan¬ 
ti” ujarnya, buku saya diganti” ujarnya. 

Pendapat lain juga diungkapkan 
oleh Syauqi Ketua Himpunan Teknik Sipil 
periode 2016-2017 ia mengatakan bahwa 
Unpar memiliki kebiasaan buruk yaitu se¬ 
lalu membiarkan hal buruk terjadi terlebih 
dahulu sekali baru ditanggulangi tidak 
berusaha untuk melakukan pencegahan 
sama sekali. 

“Jadi awal pembangunan PPAG 
itu kan ada turunan yang langsung ke 
Basement 1 dari depan (red. Jalan Cium- 
buleuit), itu dibuat gak ada tanda apa¬ 
pun. Satu hari gue liat satu mobil Jazz itu 
nyungsep dan dia gak tau kalau itu cuma 
buat orang. Belum bisa buat mobil. Besok¬ 
nya itu ditaruh tanda larangan masuk” ka¬ 
tanya. 

Syauqi pun juga menyangkan mengenai 
penyediaan Alat Pemadam Kebakaran 
(APAR) yang baru dilakukan setelah ke¬ 
bakaran terjadi. “Jadi maksudnya apa ya 
ini kayak kebiasaan buruk UNPAR” jelas 
Syauqi 

Ketika ditanya soal apakah ila 
merasa keselamatannya diperhatikan saat 
berkegiatan di gedung PPAG, Syauqi 
mengatakan hal sebaliknya. “Kayak pola 
dan tren mereka ini tuh selalu nunggu 
dulu nih ada korban apa gak. Itu sih gua 
udah entah mereka kompeten atau apa sih. 
Cara kerja mereka kayak gitu,” tangkasnya. 


Selain itu, Syauqi pun sempat 
menceritakan pengalamannya ketika 
ia berpindah dari Gedung 4 ke gedung 
PPAG yang digunakan untuk pembela¬ 
jaran sementara. Ia mengatakan bahwa 
lingkungan itu sangat mempengaruhi di¬ 
namika kemahasiswaan. Dalam satu pen¬ 
galamannya, ia dan mahasiswa Fakultas 
Teknik sampai harus memperjuangkan 
(sendiri) Student Center (SC) dan ruang 
himpunan (ruhim). “Gue bisa jamin ka¬ 
lau pihak gedung (red. tim PPAG) ini gak 
akan nyari gitu loh karena S C pun kita 
(red. Mahasiswa) yang (harus) ngajuin,” 
ujarnya 

Ia pun mengatakan bahwa pihak 
perencana gedung tersebut memindahkan 
kegiatan mahasiswa Fakultas Teknik den¬ 
gan keterbatasan yang amat sangat. “Jadi 
mereka sekadar mikir kita pindahin ma¬ 
hasiswa Fakultas Teknik ke gedung baru. 
Mereka gak pikirin ternyata mahasiswa 
Fakultas Teknik itu berhimpun, mereka 
berdinamika juga,” ungkapnya 

“Jadi sebenernya itu sih yang 
setelah gue sadarin selama kuliah ini, 
UNPAR bukannya gak peduli sama ma¬ 
hasiswa. UNPAR itu peduli, tapi gak tepat 
sasaran aja dengan apa yang mahasiswa 
butuhin karena mungkin ya gak ada ko¬ 
munikasi,” tutupnya 
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^ -pendidikan ini 
sudah disusupi(...) 
sejumlah orang 
yang bajunya 
pendidik jiwanya / 
saudagar** 


WAWANCARA: 

FX Budiwidodo Pangarso 

Dosen Senior Arsitektur 



FX Budiwidodo Pangarso, saat ini menjadi dosen Arsitektur yang paling senior. 
Mulai dari tahun pertama (1973) Ia telah mengikuti program untuk di didik menjadi 
dosen. Selama Berkarir di Unpar, Ia berkontribusi terakhit dalam perencanaan Gedung 
9 dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III. 

Bulan April 2018 akan menjadi bulan terakhirnya di Unpar, Ia akan pensiun 
dari Unpar, “rumah” nya sendiri, tempat Ia mendedikasikan diri, mencurahkan segala 
kemampuan dan tenaganya. 

Dalam satu kesempatan, Media Parahyangan dapat mewawancarai FX Bud¬ 
iwidodo untuk membicarakan Unpar, perubahannya dari dulu hingga sekarang, 
penurunan kualitas, pembangunan PPAG, dan kasus Gedung 45 yang tidak mempunyai 
Sertifikat Laik Fungsi. 
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Bapak merupakan dosen senior di Ar¬ 
sitektur Unpar sekarang, sudah sekian 
lama mendedikasikan diri untuk Un¬ 
par, bulan April nanti bapak akan pen¬ 
siun, bagaimana perasaannya? 


Saya memang disekolahkan dis¬ 
ini, masuk kedalam program pendidikan 
menjadi dosen Teknik Arsitektur di ta¬ 
hun 1973, jadi saya dikontrak untuk jadi 
dosen tetap yang disekolahkan sejak ting¬ 
kat satu saya sudah dibina. Pada saat itu 
usia fakultas baru 11-12 tahun dan tidak 
ada dosen tetap. Semuanya dosennya dari 
ITB. Setelah lulus, saya kerja 2 tahun, pas 
di tahun kedua kerja, saya dipanggil Pak 
Suhartono Susilo (Kepala Sie. Urusan Ak¬ 
ademik jurusan Arsitektur, Mantan WR-1 
dan Pendiri Ikatan Arsitetur Indonesia) 
disuruh sekolah lagi, Jadi saya akhirn¬ 
ya udah gak mikir kemana-mana lagi. 
Udahlah saya akan membesarkan Unpar. 

Melihat Unpar sekarang, sebe¬ 
narnya saya terbebani secara moral, jika 
melihat dulu ketika Unpar membangun 
misalnya gedung Fakultas Hukum, Fisip, 
\GSG, gedung 9, saya selalu berkontribusi, 
&smua dibangun dengan potensi semua 
dosen disini dibantu dosen teknik sipil 
kecuali Gedung 4 dan 5 karena saat itu 
sayl masih mahasiswa, jadi belum ikut 
konJcribusi dalam pembangunan. 

" Nah sekarang kok pembangu¬ 
nan jadi seperti ini, Sampai saya merasa 
terbebani secara moral. Berarti saya ini 
juga tidak bisa mendidik adik-adik saya. 
Saya anggap adik saya seperguruan lah. 
Moral saya berkata “oh saya tenyata tidak 
bisa mendidik, sampai sekarang.” Mak¬ 
sud saya murid itu harusnya lebih pintar 
dari gurunya. Saya masih punya persepsi 
seperti itu, ternyata eh kok kayak gini ya. 
Ngeri saya. 

Jadi sering balik ke diri sendiri karena 


yang pada akhirnya yang berkiprah mem¬ 
bangun kampus ini secara fisik itu kan 
mantan murid saya semua. 


Perubahan apa saja yang bapak rasakan 
dari dulu hingga sekarang Dari segi ke¬ 
bijakannya?? 


Dulu unpar itu dapat bantuan 
dana dari misionaris Jerman, jadi tidak 
semua biaya dari mahasiswa. Nah, setelah 
bantuan Jerman berhenti, kan kita harus 
survive muncul kebijakan mungut uang 
dari mahasiswa, itu pemikiran sementa¬ 
ranya untuk bertahan. Dulu masih belum 
ada yayasan. Begitu ada, yayasan tidak 
effort cari dana. Universitas malah dija¬ 
dikan “sapi perah” mereka. Menurut saya 
harusnya terbalik. Disni gak boleh bisnis. 
Mungkin karena “sense of Business " itu 
kualitas pendidikan menurun. 


Ada opini UNPAR ini dikenal sebagai 
Universitas yang mahal, tanggapan ba¬ 
pak? 


Itu sebuah kondisi yang tercitra- 
kan karena ulah pengelolanya. Kalau dulu 
memang mahal, tidak hanya arsitektur 
tapi diimbangi juga dengan kualitasn¬ 
ya. Tetapi sekarang beda, lihat hasilnya, 
alumninya membangun bangunan juga 
tidak beres. Wah keliru juga ini. Atau 
aluminnya tidak teguh pada pesan-pesan 
saat dia sekolah disini. Jarang orang yang 
teguh sampai mati. 

Dialektika yang keliru yang 
diambil, asal tercitrakan. Memang disini 
terkenal mahal maka dulu dari pihak rek- 
torat atau yayasan itu ada dana yang kalau 
mahasiswa itu cerdas yang kurang mam¬ 
pu harus diberi beasiswa dharmasiswa. 
Dahulu kami pernah kasih beasiswa ke 
salah satu anak pekarya. Cerdas anaknya. 
Sekarang menjadi ketua di salah satu per¬ 
guruan tinggi. Sekarang etos kerja seperti 
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itu sudah luntur. Jaman sudah berbeda, 
manajerial boleh berbeda tetapi etos kerja 
harusnya sama. 

Lalu tradisi. Kita gak bisa menja¬ 
ga tradisi. UNPAR baru 63 tahun saja su¬ 
dah gak bisa jaga tradisi. Jogjakarta sudah 
320 sekian tahun, tradisi masih dibina. 
Kok bisa> Contohnya keraton, yah begi¬ 
tu-begitu saja. Sultan yang sekarang juga 
gak minta yang aneh-aneh. Kok di Unpar 
itu jadi sangat materialis. Ngeri. 

Saya jadi ingat iklan nih, dulu 
mencari dosen maupun cari karyawan, 
Geisse gak butuh iklan. Pake karyawan, 
nanti punya anak atau saudara, di ajak 
aja, nanti di wawancara, komitmen dan 
kompetensi harus teguh sesuai dengan 
aturan2 dari Geisse and Arntz. Gak ada 
iklan. 

Waktu zaman bapak Apri Sugi- 
anto, istilahnya Dia ring keduanya pada 
saat Geisse ada. Dia membentuk keluarga 
besar UNPAR, maksudnya menjadikan 
Unpar ini “keluarga” betul. Jadi kita kerja 
disini itu kayak keluarga. Masih ada gak 
itu? Sekarang yang ada doorprize, dulu 
gak ada doorprize. Kumpul aja, kekeluar¬ 
gaan. Semua bagi rata. Satu dapat panci, 
semua dapat panci. Gak ada doorprize. 
Makanya saya kritik itu ada doorprize 
motor. 

Sudahlah, UNPAR ini juga 
gak miskin-miskin amat sekarang ini. 
Tanahnya dimana-mana. Diurusin apa 
nggak tuh, malah terbengkalai. Di Buah 
Batu itu ada, di Cileunyi, Daerah kayak 
gitu lah. Itu ada. Dekat timur sana, dekat 
tempat tentara, itu adaaa. Kok gak di¬ 
urusin. Malah beli lagi. 

Daripada gitu-gitu, dulu Geisse 
dan Arntz itu sudah sangat sederhana. 
Karyawan dipenuhi dulu kebutuhann¬ 
ya. Saya sampai hitung begini, okelah, 
karyawan, dosen dan beberapa yang tetap 
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dikasih semuanya 5 jutaan. Saya hitung2 
kurang lebih sekitar 4-5 M. Udah bagi 
rata, gak usah ada doorprize. Terus apala¬ 
gi iklan. Wah dulu gak ada. Iklan itu dari 
mulut ke mulut. Entah dari alumni atau 
karyawan. Saya memang sangat bangga 
ya dulu. 


Beberapa waktu lalu, Gedung 4 dan 
5 dirubuhkan. Tentunya bapak se¬ 
bagai dosen senior punya pengalaman 
tersendiri dengan Gedung tersebut, 
bagaimana perasaan bapak? 


Sebelum ada fasilitas gedung 45, 
dulu Fakultas teknik sempat mengontrak 
di pabrik Roti Olimpia. Dan waktu itu 
Fakultas sosialnya ada di jalan merdeka. 
Kalo tidak keliru ya, itu punya keuskupan, 
bukan asetnya UNPAR. Itu di pinjamkan 
oleh keuskupan. 

Saya mendengar Universitas ter¬ 
baik di luar misalnya di eropa yang basis 
kultur, Universitas disana benar-benar 
menjaga dan memelihara gedung “Aslin¬ 
ya” karena itu menjadi kebanggaan kare¬ 
na di desain oleh pendiri dan pakarnya. 
Nah Ini Unpar kok baru 1973 di bangun 
dan 1974 dipake, sekarang sudah dibong¬ 
kar. 

Dulu yayasan, dan salah satu 
alumni kita tahun 1972, menghadap 
saya untuk bicara mengenai perencanaan 
pembangunan. Lalu saya bertemu Prof. 
Sandi A Siregar dan Ia bilang coba lihat 
saja masterplan lamanya, karena beliau 
sudah buat ditahun 1985. Saya tahu persis 
ada dokumen itu. Tiba-tiba di tahun 2009 
atau 2010 eh ada gedung 10. Out ofplan- 
ning product. 

Saya ingin selalu mencoba kon¬ 
sisten dengan apa yang dikatakan Geisse 
dan Arnts. Tetapi, yang lain nggak. Gam- 
pangin bahwa harus transaksional, iklan. 
Orang sekarang hitungan. Jaman kami, 
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orang nggak hitungan. Dulu gaji karyawan 
itu penuhi kebutuhannya, diajari Geise. 
Karyawan itu dilihat, lulusan apa anakn¬ 
ya berapa, dan apa yang harus dipenuhi, 
lalu gajinya ditambah Ditambah ketika 
anak karyawan harus sekolah. Jadi, tu¬ 
lisan, humanum-humanum ini bullshit 
lah. Edanlah. Cuman nulis aja tapi tidak 
pernah dilaksanakan. Sedih. 


Bagaimana pendapat bapak setela] 
mengetahui rencana pembangunan? 


Pada saat 2009, saat bangunan 
akan dibangun, Prof Sandi hanya titip 
pesan, tolong dievaluasi. Kampus itu ciri 
utama gedungnya adalah library. Kampus 
gak ada library , itu nonsense. Itu kata prof 
Sandi. Jadi tower paling tinggi malah li¬ 
brary, itu di master plannya. 

Proses pembangunan gedung 10 
itu berkonflik keras dengan masyarakat. 
Sampai masuk detik.com. Ngeri. Itu me¬ 
mang cara bermasyarakatnya yang susah. 
Dulu tidak ada seperti itu. Saya dididik 
yang namanya pagar sosial. 

Padahal dulu ketika meresmi¬ 
kan gedung 9 ini, Pimpinannya semuanya 
hadir sampai subuh, dengerin didepan 
. Padahal hidangannya hanya banjigur 
dan rebusan kacang rebus dan singkong. 
Terakhir sekarang ini ada wayangan lagi, 
pimpinan satu pun gak ada yang datang. 


Menurut bapak, Apakah pembangunan 
yang dilakukan UNPAR akan memba¬ 
wa UNPAR atau khususnya Fakultas 
Teknik menjadi lebih baik? Apalagi 
pembangunan ini membawa nama 
Arntz dan Geise? 


Saya sebetulnya tidak setuju pake nama 
itu. Jadi, merendahkan apa yang pernah 
di gagas oleh Arntz dan Geise. Khususn¬ 
ya geise sebenarnya. Karena substansinya 
geisse. ya geise. Arnts itu hanya menye¬ 


diakan tempat. Substansinya dan mater¬ 
inya itu Geise. Fasilitas fisiknya Arntz. 

Mereka gak ngerti awal mulan¬ 
ya berdirinya fakultas ini, dari cari kon¬ 
trakan. Mobil dinas, kira-kira 3, dipake 
bareng-bareng. Sekarang mobil ada sisa 
5, gak ada supirnya. Orang kan makin 
kaya makin pelit, orang makin sederhana 
makin memberi kemana-mana. Iya, itu 
terjadi di Unpar. 

Jadi, pembangunan yang seka¬ 
rang ini, kalau nanti jadi, itu melegitimasi 
apa yang kowe bilang, unpar makin ma¬ 
hal, unpar makin business like , tidak ba¬ 
sis education. Mendidik anak muda itu 
sebetulnya kunci untuk masa depan. Bu¬ 
kan gedungnya. Artinya sekarang seperti 
perusahaan yang cari profit. Persis. Yang 
saya dengar, konsep membangun seka¬ 
rang karena sebelahnya ada gedung ting¬ 
gi, apartemen. 


Gedung-gedung di UNPAR dirancang 
oleh akademisi sendiri dengan basis 
masterplan, tapi Gedung PPAG ini 
dirancang oleh orang luar? 


oh iya, itu mah pake sayembara, 
tender, kayak pada umumnya. 


Apakah Master Plan tahun 1985 itu ma¬ 
sih ada dan bisa kita lihat? 


saya rasa seharusnya bisa dan 
mungkin masterplan itu ada di jurusan 
arsitektur, tapi saya kurang tau pastinya 
ada dimana dan siapa yang menyimpan. 

aya sebetulnya tidak 
setuju pake nama itu. Jadi, 
merendahkan apa yang 
pernah di gagas oleh Arntz 
dan Geise. J J 
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Apakah dengan membangun akan 
membuat fasilitas Unpar menjadi lebih 
baik? 


Saya terus terang, saya katakan, 
ini tidak benar. Membongkar itu menurut 
saya tidak benar. Karena dugaan saya, ini 
demi bisnis. Bisnis. Sangat bisnis visinya. 
Saya gak usah sebut namanya. Tapi saya 
tahu keuskupan pun dibisniskan. Gemba¬ 
la umat, bayangin. Jadi kayak Sodom dan 
Gomora dalam kitab suci. Bukan gemba¬ 
la yang baik. Gak ada gembalanya. Sulit 
menjadi gembala yang baik. 


iisa tidak menambah fasilitas tanpa 
lembongkar gedung? 


Bisa. Saya pernah diskusi. Bah¬ 
kan saya sudah, waktu itu pernah ada 
semacam renovasi. Gedung itu dibiarin, 
kalu ada yang ditambah, ya tambah. Ses¬ 
uai kebutuhan saja. Ada desainnya. Dulu 
saya yang ditugaskan. Hanya saja akhirn¬ 
ya pihak yayasan memang tidak setuju. 
Karena memang lebih hemat. Duit yang 
lain, berikan kepada fasilitas yang lain. 
Untuk mahasiswa, dan karyawan di se¬ 
jahterakan. 

Sekarang mahasiswa punya gak 
tempat untuk student centre? Gak ada. 
kalo gak mahasiawa, yah gak ada univer¬ 
sitas. Intinya kan di mahasiswa. Tapi kok 
mahasiswa dibuang-buang, diajak ngo- 
mong dong, kan udah dewasa. Makanya 
mendidik generasi muda itu gak gam- 
pang. 


ipakah pembangunan juga akai 
leningkatkan kualitas pendidikan? 


Kalau ada yang bicara seperti 
itu, Bohong. Bohong banget. Yah mereka 
Business like sih , jadi gak berbasis kebutu¬ 
han mahasiswa dan pendidikan. Gak ada 
dokumennya. Sumber air dihancurin lalu 
dijadikan gedung 10. Saya usulkan dulu 
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ke Pak Triweko, dan saya konsul dengan 
ahli air yang ada di kampus juga. Saya 
rekomendasikan bagian lantai paling 
bawah gedung 10 di hancurin, biar jadi 
tanah lagi, itu pun butuh waktu ya. Butuh 
4 tahun , airnya Consolidated. Jadi kayak 
panggung. Tapi, tidak disetujui. 

Apa betul untuk kebutuhan 
dasar? Bukan. Jadi apakah nanti kalau ada 
gedung baru, apakah fasilitas mahasiswa 
untuk kerja studio juga terpenuhi? Saya 
gak berani katakan tidak, tapi walah.. 
walah... buktinya di lantai 2 itu sekarang, 
nyaman nggak? Kan nggak nyaman. Ru¬ 
ang sidang itu. Nggak nyaman. 

Kemarin saya sidang, mata saya 
buram atau terlalu terang lampunya. Lalu 
saya suruh matiin aja lampunya. Terus 
mahasiswa bilang “jangan pak kalau di- 
matiin nanti mati semua” Nah kan! Aneh. 
Jadi memang harus ada revolusi pedi- 
dikan tinggi. Harusnya. 

Jadi, pendidikan ini sudah dis¬ 
usupi. Makanya di salah satu surat saya 
kepada yayasan saya katakan ada sejum¬ 
lah orang yang bajunya pendidik jiwanya 
saudagar didalam kampus ini. Kan ngeri. 
Itu sama dengan serigala berbulu domba. 
Ini concern kita semua. Mahasiswa ha¬ 
rusnya concern. Karena ini almamater. 
Anda ini kan masih ada didalam rahim 
almamater. Dalam rahim kan hidup. Si 
ibu itu memberikan makanan, pendi¬ 
dikan batin, kan gitu. nanti lahir jadi bayi 
yang cerdas. Kan gitu. jadi disini juga ha¬ 
rus ditiru. Gituloh. 


►agaimana menurut bapak kualitas 
ara pendidik Unpar sekarang? 


Bukan kurang, tapi nggak punya 
sense of mendidik generasi muda. Terkait 
dengan perkembangan jamannya ya . jadi 
ini gak bener. Udah pasti. Dan 2012 saya 
ingatkan prosesnya harus berjalan den- 
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an benar dan sebaik-baiknya, tapi gak dii- 
kutin. Yasudahlah. 


Sudah hampir setahun bapak berak¬ 
tivitas di gedung baru, bagaimana 
perasaannya? 


Bersusah-susah dulu, gak apa 
lah, lakonin aja. Walaupun ini bukan se¬ 
buah kemajuan dari yang dicita-citakan 
Geisse, cuman kalau kita harus jalan di 
rawa dulu, lakonin saja. Kenapa saya gak 
pernah mau pakai ruangan saya, yang 
diatas, urusannya cuman simple gak nya¬ 
man aja. 


Ipakah gedung sekarang berbeda den- 
;an gedung yang dulu? 


Jauh. Sangat jauh, ini kualitasn¬ 
ya Gedung 45 itu kayak direksi kit-nya 
jaman Suhartono Susilo. Keliahatan kok, 
coba kamu jalan di basement, itu cor-cor¬ 
an bergelombang, jalan kayak mau jatuh. 
Itu kan mencitrakan para dosen, dosenn¬ 
ya kan itu mendidik untuk pekerjaan itu. 


Itu produknya anak teknik. Loh kok kay¬ 
ak gitu. itu pencitraan. Jadi kalau kita ma¬ 
sih berbangga dengan teknik arsitektur 
terbaik se-Asia Tenggara. Sekarang sudah 
nggak. Tinggal nama besar aja. 


Bapak pernah berkata, “Unpar meng¬ 
hancurkan gedung 4 dan 5, Unpar 
menghancurkan fakultas teknik” bisa 
dijelaskan? 


Iya hancur. Secara menajerial 
pun hancur. Sekarang ada gak orang yang 
membela habis-habisan secara institu¬ 
sional? 

Di senat juga saya katakan, kita 
ini para anggota senat kenapa gak peka 
liat tanda-tanda jaman sih. Pada dokumen 
konsili Vatikan itu juga ada, Gaudium et 
Spes , atau tanda-tanda dari Tuhan. Salah 
satu tanda yang terjadi disini yaitu banjir, 
kebakaran. Sebetulnya gedung 4 dan 5 itu 
dihancurkan dan GSG dihancurkan saja, 
menurut saya itu tanda-tanda jaman. 


Salah satu tanda yang terjadi 
disini yaitu banjir, kebakaran. 
Sebetulnya gedung 4 dan 5 itu 
dihancurkan dan GSG dihan¬ 
curkan saja, menurut saya itu 
tanda-tanda jaman.'' 
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Pendapat bapak tentang gedung in 
yang ternyata tidak mengantongi SLF? 


Yah memang belum selesai, jadi 
ini proses gak based on planning , terbu¬ 
ru-buru, kenapa ini dibongkar dulu tapi 
Gedung 45 ini belum tuntas. Planning 
nya mana? Yah nggak ada planningnya. 
Kan Gedung 45 kita ini kan seperti Be¬ 
deng sebenarnya. Cuman sok-sokan aja 
ini Bedeng orang-orang nya borjuis yang 
merasa dirinya paling hebat. 

Kita teledor, tidak melakukan 
perencanaan dengan baik. Tahun 2012 
saya ingatkan itu, masih ada filenya, plan¬ 
ning itu ini, desain itu ini, jadi saya ang¬ 
gap professor org bodoh. Karena perenca¬ 
naan yang baik tidak di ikuti. 

Jadi ini memang based on un- 
planned. Kalau dalam arsitektur kota kan 
ada istilah unplanned, yah ini contohnya 
(red. Gedung 45) bukan yang di tempat 
kumuh atau si penjual kaki lima. Bu¬ 
kan itu, itu mah masih terencana, sangat 
direncakan, ini mah unplanned, Tidak 
punya rencana, yang dipikir hanya prof¬ 
it. Bayangin, yah susah, kalau profit pasti 
ada korban. Perkaranya cuman satu kare¬ 
na di Unpar itu ada sosok2 berbaju pendi¬ 
dik berjiwa saudagar. Cuman gitu aja. 

Saya sempat bilang ke rektor, ya 
udahlah kalau salah, kita harus denda. 
Yang korban siapa? Semuanya, termasuk 
pihak kesukupan juga ikut berkorban 
perkara fasilitas. 

Sekarang orang tidak berani 
menghadapi fakta kalau ini ada yang ti¬ 
dak betul. Jadi gak berani liat realita. Itu 
yang ngeri. Kalau anda hidup, gak bera¬ 
ni lihat realita, itu anda sudah mimpi. Di 
dunia pendidikkan itu keuntungnya nan¬ 
ti. Dan untungnya bukan dalam bentuk 
material. 


Yah gimana? Itu yang moralnya 
terbebani. Kalau dulu jaman saya soal duit 
terbuka tetapi dialogis. Sekarang diam- 
diam aja kayak gak ada apa-apa. Ini salah 
semua. Cara benerinnya sebenarnya itu 
kembali ke kita. Siapa yang berani kemba¬ 
li ke kita? Mustinya orang yang punya we¬ 
wenang. Kalau orang yang gak punya we¬ 
wenang, masuk ke ranah begitu, namanya 
pemberontakan. 


Pesan bapak untuk mahasiswa dan pem¬ 
bangunan? 


Jadikan ini sebagai laboratorium 
yang sangat berharga untuk anda. Labora¬ 
torium dalam arti, suatu perencanaan, de- 


cc Gedung 4 
Bedeng i 
sok-sokai 
orang-ori 
merasa d 
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sain, pelaksanaan, pengawasan, termasuk 
pemeliharaan. Jadikan itu laboratorium, 
mumpung di rumah sendiri. Jadikan lab¬ 
oratorium pekerjaan arsitektur. Seluruh 
fakultas sebenarnya bisa jadikan ini labo¬ 
ratorium untuk semuanya. Kalau saya jadi 
rektor, buat semua jadi laboratorium, di 
rumah sendiri kok. Gratis. 


Walaupun Lab-nya salah pak? 


Iya, nggak apa-apa. Karena dari kesalahan 
itu anda kan punya sesuatu, theoritical- 
ly , yang on the track . jadinya mikir “oh 
hrusnya kayak gini”. Jadi kalau ada “oh ha¬ 
rusnya kayak gini” mustinya sampaikan 
ke rektor, yayasan dan uskup. Bahwa ada 


Mengintip Pembangunan dengan SLF 
yang cenderung/diduga tidak benar. 


Kartu Kuning atau Kartu merah? 


Kuning dulu lah. Kuningnya 
udah yah sebenarnya, dalam situasi itu. 
Sekarang kartu merah. Berhenti. Jadi, 
pertandingan itu dihentikan dulu. Boleh 
tetapi seluruh fakultas. SLF itu kartu kun¬ 
ing. Dan itu semua kan demi kebaikan, 
bukan kita fokus ke kesalahan. Uskupya 
jangan diam-diam. Gak usah takut. Teta¬ 
pi harusnya BEM yang bergerak. Tetapi 
BEM kita bergerak nggak? Barang kali ng¬ 
gak ada teman bicaranya, mending makan 
lumpia basah. 


i 5 kita ini kan seperti 
sebenarnya. Cuman 
n aja ini Bedeng 
ang nya borjuis yang 
irinya paling hebat?* 
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Selasa, 17 Oktober 2017 menjadi 
sidang Penyelesaian Sengketa Informasi 
terakhir antara Vincent Fabian Thomas 
selaku Pemohon dan Pemerintah Kota 
(Pemkot) Bandung sebagai termohon 
mengenai keberadaan SLF gedung PPAG 
UNPAR. Dalam putusannya, Komisi In¬ 
formasi Provins Jawa Barat (KIP Jabar) 
mengeluarkan putusan berupa mengabul¬ 
kan permohonan untuk sebagian, sebab 
salah satu dokumen yang diminta yaitu 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tidak dikuasai 
oleh pihak termohon. 

Apa yang dimohonkan oleh Vin¬ 
cent bukan dokumen sembarangan. Da¬ 
lam Perda Kota Bandung nomor 5 tahun 
2010 tentang bangunan gedung disebut¬ 
kan bahwa setiap bangunan yang telah 
selesai dibangun sebelum digunakan ter¬ 
lebih dahulu harus mempunyai SLF. Den¬ 
gan adanya SLF, bangunan tersebut berarti 
dinyatakan layak untuk digunakan dari 
tiga segi yaitu keamanan, kenyamanan, 
dan keselamatan. Namun Gedung PPAG 
atau yang akrab bagi mahasiswa Fakultas 
Teknik, Gedung 45 sebagai bangunan se¬ 
mentara dari keseluruhan pembangunan 
PPAG telah digunakan selama kurang 
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lebih satu tahun ajar. 

Iwan Supriadi selaku Ketua 
Komisi Pembangunan Yayasan UNPAR 
mengakui bahwa gedung PPAG memang 
belum mengantongi SLF dan pihaknya 
belum melakukan permohonan SLF. 

“Jadi setelah pembangunan sele¬ 
sai seluruhnya, barulah Yayasan dan pi¬ 
hak pembangunan akan mengajukan per¬ 
mohonan SLF untuk diperiksa oleh dinas 
terkait apakah layak atau tidak. Gak mun¬ 
gkin dong nanti kita minta SLF bangunan 
ini (red. Gedung PPAG), dan bangunan 
lainnya tapi nanti jadi satu kesatuan,” 
ujarnya 

Selain itu, Ia juga menyatakan 
bahwa pihaknya belum mengajukan SLF 
karena bangunan PPAG yang kini di¬ 
fungsikan sebagai bangunan sementara 
merupakan tahap 1 dari pembangunan 
yang berlangsung. Nantinya bangunan 
sementara tersebut akan digunakan untuk 
parkir, kantin mahasiswa serta tata usaha 
sedangkan sekarang ini digunakan untuk 
ruang kelas. “Jadi untuk sekarang bangu¬ 
nan itu tidak akan bisa mendapatkan SLF,” 
jelas Iwan Supriadi. 






w//mmm 

mmuminSilm 


Senada dengan Iwan, Rektor 
UNPAR, Mangadar Situmorang pun men¬ 
gatakan hal serupa saat ia diminta hadir 
memberi kesaksian pada Sidang Penyele¬ 
saian Sengketa Informasi mengenai SLF 
PPAG pada 17 Oktober 2017. Ia menga¬ 
takan bahwa pembangunan ini terpisah ke 
dalam 2 tahap dan UNPAR baru menyele¬ 
saikan tahap yang pertama. 

Namun di hari itu, Pemerintah 
Kota Bandung selaku termohon yang di¬ 
wakili oleh Agus Harya dari Dinas Tata 
Ruang mengatakan bahwa SLF seharusnya 
sudah ada sebelum bangunan tersebut di¬ 
manfaatkan. Agus pun mengatakan bahwa 
hal tersebut telah diatur dalam permen PU 
25 Th 2007 Bagian 2 mengenai penjelas¬ 
an tata cara penerbitan dan perpanjangan 
SLF. 

Hal serupa juga dikatakan oleh 
Heru W Poerbo dosen Arsitektur Institut 
Teknologi Bandung bahwa prinsip dari 
pengadaan SLF ini harus dilakukan sebe¬ 
lum bangunan digunakan. 

Heru yang juga merupakan Tim 
Ahli Bangunan Gedung (TABG) di kota 
Bandung mengatakan jika terjadi apa-apa 
pada penggunaan (gedung) dan tidak ada 


SLF, akan sulit mendeteksi kesalahan yang 
terjadi dan siapa yang melakukan kesala¬ 
han. “Apakah salah penggunanya, yang 
membangun, atau salah pemkotnya yang 
tidak mengecek kelengkapannya,” ujarnya. 

Ketika mengetahui pernah terja¬ 
di kebakaran dan perangkat pemadaman 
api dalam bangunan PPAG tidak berfung¬ 
si, ia mengatakan hal itu menjawab men¬ 
gapa sebelum bangunan dipakai harus ada 
SLF terlebih dahulu. “Dicek dulu detek¬ 
tornya dan hydrant-nya, sudah berfungsi 
betul apa belum. Sehingga kalau ada keja¬ 
dian seperti ini ya bisa terselamatkan. Yang 
itu beruntunglah tidak merambat ke yang 
lain, tapi kalau kebakaran yang lebih besar 
bisa ada korban juga,” ujarnya 

Heru W Poerbo pun mengatakan 
bahwa pemilik gedung dapat meminta ge¬ 
dungnya untuk diperiksa. “Walaupun ti¬ 
dak dapat SLF, tetapi ada rasa aman gitu, 
bisa minta tolong pemadam kebakaran 
(damkar) atau pihak lain (red. yang memi¬ 
liki kompetensi),” ujarnya. 

Asep Warlan, Guru Besar UN¬ 
PAR dan ahli hukum tata ruang memberi¬ 
kan pendapat bahwa seharusnya pengawas 
bisa bicara agar bangunan ini (red. Ge- 
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-dung PPAG) jangan dipakai, karena be¬ 
lum diuji kelayakannya. 

“Misalnya saat dibangun, ada ke¬ 
salahan, ada satu diantaranya digunakan, 
utk kuliah dsb. Si pengawas hrs menegur, 
menghentikan, blm ada kelayakan fung¬ 
sinya, harusnya tidak boleh digunakan,” 
Ujarnya ketika diwawancara di gedung 
Pascasarjana Unpar 

Ketika ditanyakan apakah ban¬ 
gunan itu seharusnya dikosongkan dan ti¬ 
dak digunakan untuk berkegiatan Ia men¬ 
gatakan bahwa secara hukum seharusnya 
begitu. “Tapi kan kita mungkin punya 
cara lain, seperti bertanya pada ahli, boleh 
ga digunakan sebentar untuk kelas, acara 
pertemuan mungkin, tapi harus ditanya¬ 
kan kepada pada ahli,” ujarnya. Ia pun 
menambahkan untuk tetap berhati-ha¬ 
ti dengan kelayakan fungsi bangunan, 
karena menyangkut standar keselamatan 
umum. 

Asep Warlan pun mengatakan 
walaupun bangunannya hanya digunakan 
untuk saat-saat tertentu, pameran, atau 
open house saja tetap harus memiliki Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF, 
tetapi untuk bangunan sementara. “Jadi 
kalau bangunan digunakan secara semen¬ 
tara, IMB yang digunakan adalah IMB 
utk bangunan sementara, bukan IMB bi¬ 
asa. Begitu juga dengan SLF pun juga ada 
untuk bangunan sementara,” jelasnya 

Menurut Heru Giovani selaku 
perencana muda di Distaru kota Band¬ 
ung bahwa dia tidak melihat ada peratur¬ 
an untuk SLF sementara. “Rasanya yang 
namanya SLF sementara itu nggak ada. 
Yang ada adalah SLF bertahap. 

Bertahap itu seperti dalam satu 
komplek ada tiga gedung yang terpisah 
secara struktur, itu bisa diajukan secara 
bertahap, satu-dua-tiga. Begitu. Sesuai 
yang mana yang beres duluan. 
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bisa seperti itu,” jelasnya 

Dalam penjelasan penerbitan SLF 
bangunan gedung, pada Permen PUPR 
nomor 25 tahun 2007 dijelaskan bahwa 
dapat diberikan penerbitan SLF untuk se¬ 
bagian pada unit bangunan gedung yang 
terpisah secara horizontal, atau terpisah 
secara konstruksi; dan juga untuk kelom¬ 
pok unit bangunan gedung dalam 1 (satu) 
kaveling/persil (ukuran untuk bagian 
tanah yang telah dipisahkan dari keseluru¬ 
han luas tanah) dengan kepemilikan yang 
sama, SLF bangunan gedung dapat diter¬ 
bitkan secara bertahap untuk sebagian ba¬ 
ngunan gedung yang secara teknis sudah 
fungsional, dan akan dimanfaatkan sesuai 
dengan permintaan pemilik/pengguna. 

Namun Asep Warlan pun men¬ 
gatakan bahwa ketiadaan SLF pada Ban¬ 
gunan PPAG ini belum tentu pelangga¬ 
ran. Karena menurut surat kepala dinas, 
mengatakan bahwa belum ada SLF kare¬ 
na bangunan belum selesai. “Belum bisa 
dinilai, berarti belum ada pelanggaran. 
Ketika misalnya nanti sudah jadi dan SLF 
tidak dikeluarkan, ya baru bisa ditemu¬ 
kan pelanggaran karena ternyata sudah 
digunakan tanpa diuji kelayakannya,” kata 
Asep 

Hal senada juga diutarakan oleh 
perwakilan dari Distaru Kota Bandung 
melalui Heru Giovani selaku perencana 
muda yang mengatakan bahwa SLF ini di¬ 
proses berdasarkan permohonan. “Karena 
belum ada permohonan, ya kita juga be¬ 
lum memproses. Jadi kalau dibilang me¬ 
langgar, ya tidak melanggar. Seperti itu 
aturannya,” ujarnya saat diwawancarai di 
Kantor Distaru Bandung. 

Ketika ditanya persoalan Ge¬ 
dung PPAG Unpar yang sudah terbukti ti¬ 
dak memiliki SLF, tetapi telah digunakan, 
Titiek Sulandari selaku Kepala Bidang 
Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan 


Mengenai keharusan SLF terkait penggunaan bangunan, 
hanya pasal 119 Perda Kota Bandung No. 5 tahun 2010 
yang menyatakan dengan cukup eksplisit yaitu , “Setiap 
bangunan gedung tertentu yang telah selesai dibangun 
sebelum digunakan terlebih dahulu harus mempunyai 
SLF.” 


mengatakan tidak akan melakukan apa- 
apa, karena merasa tidak ada dasar huk¬ 
umnya untuk mereka memberikan tinda¬ 
kan. 

“Gini lah, kuncinya, bahwa kami 
pemerintah, tidak akan bergerak kalau ti¬ 
dak ada aturannya. Begitu ya. Aturannya 
Perda, Peraturan Menteri (Permen), Pera¬ 
turan walikota (Perwal), dan sebagainya. 
Intinya itu,” jelasnya ketika diwawancara 
di ruangannya di kantor Distaru. 

Ia pun mengatakan bahwa dalam 
Peraturan Menteri yang membahas soal 
SLF ini tidak ada kata wajib. “Baca deh, di 
sini tolong cari kata-kata wajib SLF. Cari 
dulu deh. Baca dulu. Cari kata-kata wajib 
SLF di kanan ini (sambil menunjuk buku 
Permen PU yang membahas soal SLF),”u- 
capnya. 

Meskipun demikian, Permen PU 
tersebut tetap mengisyaratkan bahwa SLF 
diberikan dalam lingkup bangunan yang 
akan digunakan. Hal serupa dinyatakan 
juga dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
bahwa pemanfaatan bangunan gedung 
dilakukan setelah gedung dinyatakan me¬ 
menuhi persyaratan laik fungsi. 

Mengenai keharusan SLF terkait 
penggunaan bangunan, hanya pasal 119 
Perda Kota Bandung No. 5 tahun 2010 
yang menyatakan dengan cukup eksplisit 
yaitu, “Setiap bangunan gedung tertentu 


yang telah selesai dibangun sebelum digu¬ 
nakan terlebih dahulu harus mempunyai 
SLF.” 

Soal ketiadaan SLF, Vincent 
mempertanyakan tentang perbedaan an¬ 
tara keterangan Distaru dengan kesaksian 
yang diberikan Rektor UNPAR pada si¬ 
dang terakhir itu. Ia mengatakan bahwa 
berdasarkan peraturan Gedung yang wa¬ 
laupun belum selesai dibangun atau ada 
dua bangunan terpisah dalam satu pemba¬ 
ngunan tapi sudah digunakan tetap harus 
ada SLF. Menurutnya, konteksnya seha¬ 
rusnya penggunan yang sudah dilakukan 
namun pihak unpar mengatakan SLF akan 
diurus ketika pembangunan selesai. 

“Saya di Teknik Industri belajar 
K3 (red. Kesehatan dan Keselamatan Ker¬ 
ja) Di situ dibilang sekecil apapun kemun- 
gkin terjadi kecelakaan atau bencana wa¬ 
laupun terkesan sepele dan bisa diabaikan, 
justru tetap memiliki peluang untuk terja¬ 
di dan pas terjadi seringkah kita tidak siap 
dan keburu sudah terjadi kerugian,” jelas 
Vincent. 
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Standar Kesel 
Bagian Yang r 
Pembanguna 


Wawancara 
Mangadar Sit 


Ketersediaan bangunan un¬ 
tuk kegiatan perkuliahan bukanlah 
satu-satunya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh kampus, melainkan ba¬ 
ngunan tersebut harus memperhati¬ 
kan keselamatan penggunanya. Tidak 
hanya bangunan kampus, mengenai 
andar keselamatan itu, pemerintah 
teMi berupaya mengupayakan pen¬ 
gawasan melalui dokumen bernama 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 


Dalam kesempatan ini, Media Parahyangan (MP) menemui Mangadar Situ- 
morang di ruang kerjanya, Lantai 2 Gedung 0. Sembari duduk santai di sofa, selain men¬ 
gangkat topik mengenai pembangunan dan penggunaan gedung baru yang seharusnya 
disertai dengan SLF, kami berbincang mengenai standar keselamatan sejumlah gedung 
di UNPAR dan realisasinya. Ada yang sudah, sedang diupayakan, bahkan sama sekali 
belum tercapai. 


Berikut adalah petikan wawancara tersebut: 


Dalam diskusi Sore Bersama (SOBBERS) pada tahun 2015, ada ungkapan Bapak men¬ 
genai bahwa sebenarnya rektorat tidak mengurusi pembangunan. Bisa dijelaskan mak¬ 
na perkataan itu? 


Kalau keputusan pembangunan tentunya keputusan bersama dengan yayasan. 
Kemudian kalau dalam hal aset seperti bangunan dan tanah tetap milik yayasan. Men¬ 
genai pengadaan bangunan seperti pembangunan sekarang tentu ada di bawah ranah 
otoritas yayasan meski atas dasar keputusan bersama. 

Karena erat dengan penggunaan yang didasarkan dari kebutuhan kita (spesi¬ 
fikasi untuk lab, atau student center, auditorium, seminar, atau ruang kelas dan kerja), 
makanya pembangunan juga dilakukan berdasarkan usulan dari universitas. Dalam 
pengadaan dan konteks pembangunan, secara fisik memang dikelola oleh yayasan tapi 
dilakukan juga berdasarkan usulan universitas. 
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tamatan Bagi Pengguna, 
Hdak Terpisahkan Dari 
n _ 


Kalau untuk keputusan penggunaan suatu gedung, juga ditentukan oleh yayasan? 


Kalau penggunaan, universitas yang mengurus. 


Bagaimana tanggapan Bapak mengenai, keputusan menggunakan gedung saat standar 
keselamatan juga belum teruji? 


itu memang menjadi concern kita semua mengenai keselamatan pengguna. 
Yayasan, universitas, rektorat, para dosen, dan mahasiswa sangat concern dengan itu. 
Tentu itu juga yang menjadi perhitungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pem¬ 
bangunan karena ada bagian-bagian tertentu dalam pembangunan (fondasi, struktur, 
desain, sanitasi, dsb) yang telah ditangani oleh lembaga/badan (ahli) yang mempunyai 
otoritas dalam hal-hal tersebut. 

Di sana saya sudah melihat, melalui pengkajian dan perhitungan yang cermat 
(tanggung jawab profesional), lembaga/badan itu telah memperhitungkan hal-hal terse¬ 
but. Yang menjadi penanggung jawab pembangunan adalah yayasan. Selain yayasan, 
ada juga konsultan dan manajemen konstruksi yang sudah mempunyai parameter kea¬ 
manannya. 


Tanggapan Bapak mengenai adanya mahasiswa yang jatuh saat naik motor di basement 
PPAG, dan tentang kebakaran pada gedung baru? 


Ini sebenarnya insiden dalam pemanfaatan. Contoh kecelakaan motor tadi ba¬ 
rangkali disebabkan lantai yang sangat licin. Awalnya saya kira sudah diperhitungkan 
oleh mereka yang professional dengan lantai seperti itu seharusnya bisa dilalui dengan 
aman. Tetapi tentu bukan itu saja, kecelakaan itu bisa saja terjadi karena faktor manusia, 
kecepatannya, dan sebagainya. 

Waktu itu, saya juga sudah meminta Biro Umum dan Teknik (BUT) misalnya 
membuat rambu-rambu (pelan-pelan untuk tikungan). Perangkat-perangkat seperti itu 
seharusnya ada untuk mengingatkan pengguna agar dapat memanfaatkan fasilitas da¬ 
lam gedung dengan lebih baik. 

Hal lain tentang kebakaran (red. kebakaran lantai 1 A), kami belum yakin per¬ 
sis penyebabnya apa. Saya bisa mengatakan bahwa peristiwa itu merupakan kecelakaan 
yang bisa terlokalisasi. Maksudnya hanya terjadi di suatu ruangan pojok (tidak meram¬ 
bat). 
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Mengenai kemungkinan penyebabnya, ada dugaan korsleting listrik kare¬ 
na dispenser, atau ada yang bilang rembesan air masuk ke bohlam dan menimbulkan 
korsleting, atau ada faktor kelalaian/ human error. Kesimpulan final yang bersifat tung¬ 
gal tentang penyebab kebakaran tersebut tidak ada. 

Tetapi yang patut saya sampaikan bahwa, peristiwa tersebut terlokalisasi dan 
segera bisa diatasi dengan sigap karena adanya mahasiswa yang masih di kampus di 
sekitar pohon beringin dan student center bersama satpam, dan dilaporkan ke BUT dan 
rektorat. Tentu saja itu juga menjadi bahan (pelajaran) untuk kita dalam melihat kes¬ 
igapan kita perihal keamanan (gedung). Ini juga peristiwa pertama yang terjadi selama 
UNPAR mempunyai beberapa gedung-gedung lain. 


Waktu itu, Bapak juga sempat meninjau kejadian dan apakah bapak tahu bahwa hydrant 
di sekitar lantai itu tidak menyala? 


Hydrant memang tidak menyala karena belum terhubung dengan gedung lain 
dan menjadi catatan bagi kita. Tetapi kemudian kami juga mendapat informasi bahwa 
itu menjadi satu kesatuan dengan pembangunan gedung baru (red. PPAG) itu. Kita juga 
pernah mencoba melakukan tes kalau ada bencana yang terjadi pada gedung lain, apa 
yang harus kita lakukan. 

Karena saya juga dulu saat (kuliah) di luar negeri, secara rutin sirene mende¬ 
ngung dan saya kaget. Tetapi sesuai Standard Operational Procedure (SOP), adanya as- 
sembly point, rambu-rambu, dan sebagainya, ternyata sampai bawah kita baru tau kalau 
itu simulasi. Itu wajib dilakukan untuk gedung-gedung yang memiliki 3 tingkat ke atas 
dan seharusnya kita juga mencontoh persyaratan-persyaratan seperti itu. 


Jadi standar keselamatan itu juga menjadi penentu kesiapan pemborong dalam pemba¬ 
ngunan ketika akan mengurus fasilitas-fasilitas pendukung di gedung PPAG? 


Betul, itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keselamatan 
pengguna. Kalau itu tidak ada, ya seperti yang kita perdebatkan selama ini soal kelaya¬ 
kan fungsi demi keselamatan, itu harus menjadi concern kita bersama. 


Terkait peristiwa itu, apakah dari universitas/yayasan sudah menegur pihak pemban¬ 
gunan? 


Sudah kita bicarakan dan bertemu dengan tim itu, dan sudah diupayakan 
bagaimana untuk antisipasi, yang menjadi concern kita. 


Tadi kan Bapak membahas pelatihan simulasi evakuasi, sebenarnya apakah mahasiswa 
UNPAR sudah tahu bagaimana jalur evakuasi atau jika terjadi kebakaran dan bencana 
harus kemana? 


itu yang narus masin dibuat dan akan Kita buat, becara bUR Kita tidak punya. 
Bahkan petunjuk-petunjuk untuk escape, evacuate, harus segera dibuat. Tangga-tangga 
darurat harus benar-benar termanfaatkan secara maksimal dan harus nantinya dijaga. 
Kini alat pemadam kebakaran juga sudah diperiksa secara rutin supaya tidak kadalu- 
arsa, dan letak alat pemadam kebakaran di lantai tersebut harus diketahui oleh orang- 
orang sekitar. 

32 







Mengintip Pembangunan dengan SLF 


Ketika sekitar 7 tahun lalu terjadi gempa, mahasiswa dan dosen di kelas dan 
sebagian sedang rapat, terasa ada kepanikan karena tidak teredukasi dengan cara men¬ 
yikapi bila hal-hal tersebut (red. bencana) terjadi. Nah itu yang harus kita kembangkan 


Terkait dengan mekanisme gedung yang belum siap dan tersedia tentang keselamatan 
dan lain-lain, bukankah dengan kondisi seperti itu, berarti gedung yang belum layak itu 
berarti mempertaruhkan keselamatan mahasiswa? 


Sampai kadar itu saya harus katakan ya. Tapi bukan dalam konteks struktur 
dan fungsi, tapi dalam edukasi pengguna. Makanya butuh instrumen tadi saya sebut¬ 
kan. Bukan tidak layak secara fisik, bangunan tadi, melainkan secara instrumen dan 
kelengkapan yang sesuai dengan standar keselamatan tadi. 


Terkait juga dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), apakah UNPAR akan segera mengaju¬ 
kan sertifikat tersebut walaupun belum selesai? 


Pasti, tidak ada keraguan soal itu, tapi tetap SLF menunggu pembangunan 
sampai selesai terlebih dahulu. 


Seingat saya waktu itu bahasa peraturan mengacu pada bangunan sudah digunakan, 
bukan yang sudah selesai. Bagaimana menurut bapa 


SLF itu ada kalau pembangunan sudah selesai dan akan digunakan. Kan pem¬ 
bangunan masih dalam proses, dan itu dalam satu paket pembangunan. Dan itu harus 
ada otorisasi dari pihak struktur, mekanik elektrikal, yang menjadi dasar mendapatkan 
SLF. Lalu ada juga tim yang datang untuk meninjau gedung sebagai bagian dari proses 
penerbitan SLF. 


Lalu misalnya seperti ini, salah satu mahasiswa FISIP ada yang buta, bagaimana kampus 
mengakomodir keselamatan dia terutama saat pembangunan berlangsung? Apakah ada 
semacam pemberitahuan di titik-titik tertentu untuk mahasiswa seperti dia? 


Kami mencoba untuk mengakomodir kebutuhan mereka yang seperti itu, sep¬ 
erti lift di FISIP yang baru. Untuk mereka sekali lagi, tidak usah menggunakan tangga. 
Meskipun juga dengan sistem setengah lantai, tetap saja kalau mau ke lobi FISIP harus 
naik atau turun setengah lantai. 

Misalnya juga pengangkutan atau pengantaran barang ke lantai berapa, sekali 
lagi standar-standar keselamatan masih harus diupayakan, meskipun orang-orang In¬ 
donesia masih nekat dan kita juga belum teredukasi untuk hal semacam itu, dan saat ia 
sangat membutuhkan pendamping UNPAR juga mengupayakan untuk memberi pen¬ 
dampingan seperti itu. 

Seperti di kelas, bagaimana dosen menerangkan dengan powerpoint. Dengan 
visual sepeti itu, tidak akan secara penuh tersampaikan ke dia. Untuk ujian kita fasilitasi 
pendamping membacakan soal untuk dia. Kita juga sebenarnya menyediakan beasiswa 
kepada dia, bukan hanya karena secara fisik, tapi secara finansial dia membutuhkan 
bantuan lalu juga secara psikologis dari keterampilan tenaga kependidikan untuk men¬ 
gakomodir orang dengan berkebutuhan seperti itu. 
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SLF, BANGUI 
DAN KESELAM 



Senin, 15 Januari 2018. Mezza- 
nine dalam Tower II Bursa Efek Indonesia 
runtuh. Mengakibatkan beberapa orang 
luka-luka, dan video cctv kejadian am¬ 
bruknya mezzanine itu sempat tersebar ke 
media sosial. 

Dari kejadian tersebut, ada satu 
dokumen yang menyeruak ke permukaan 
publik dan menjadi bahan perbincan¬ 
gan serta pertanyaan, dikumen itu ialah 
SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Dilansir dari 
Tirto.id, SLF dari gedung BEI tersebut 
ternyata akan kadaluarsa pada tanggal 25 
januari 2018, tepatnya 10 hari setelah keja¬ 
dian tersebut terjadi. 


Setelah kejadian tersebut, seperti 
di dalam laporan BPK yang dimuat oleh 
Tirto.id, tercatat 11 bangunan dioperasikan 
tanpa SLF. Di Jakarta Pusat, terdapat tiga 
gedung tanpa SLF. Sementara yang lainn¬ 
ya juga ditemukan gedung-gedung yang 
memiliki SLF kadaluwarsa. 

Menanggapi hal itu, Gubernur 
DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut 
bahwa laporan BPK tersebut hanya sampel 
dari sebagian kecil gedung-gedung Jakarta 
yang melakukan pelanggaran SLF. Namun, 
ia belum memiliki data pasti berapa jum¬ 
lah gedung tak bersertifikat atau telah ha¬ 
bis masa sertifikatnya tersebut. 
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Kepala dinas tata ruang pemprov 
DKI Jakarta Benni Agus Candra men¬ 
gatakan bahwa sanksi kepada bangunan 
gedung yang tidak memiliki SLF ialah 
penyegelan, namun permasalahannya ada¬ 
lah kebanyakan gedung telah terpakai atau 
berpenghuni. Penyegelan pun selama ini 
dianggapnya kurang efektif. “Karena segel 
terus terang dilapangan, biasanya ditutup 
pintu kiri ditutupi pake pot,” ungkapnya 

Ia pun mengatakan yang lebih 
penting dalam hal ini adalah izin opera¬ 
sional dari sebuah gedung, dan jika SLF- 
nya tidak ada, otomatis tidak akan pernah 
keluar izin operasionalnya. 


“Hal seperti itu akan memiliki dampak 
yang lebih besar dibandingkan dengan se¬ 
gel,” jelasnya 

Terkait polemik itu, Dosen 
Teknik Planologi Fakultas Arsitektur 
Lansekap dan Teknologi Lingkungan, 
Universitas Trisakti, Yayat Supriatna men- 
gakatakan bahwa persoalannya, yang kita 
gunakan adalah Undang-undang Bangu¬ 
nan Gedung. Aman, nyaman dan kesela¬ 
matan. “Artinya setiap penggunaan harus 
dilindungi. Pertanyaannya sejauh mana 
persoalan kelayakan fungsi bangunan bisa 
dimanfaatkan,” jelasnya 
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Fungsi dan Manfaat SLF 

Dalam permen PUPR no. 27 
tahun 2007 disebutkan di pasal satu ayat 
satu bahwa Sertifikat Laik Fungsi Bangu¬ 
nan Gedung adalah sertifikat yang diter¬ 
bitkan oleh pemerintah daerah kecuali 
untuk bangunan gedung fungsi khusus 
oleh Pemerintah untuk menyatakan ke¬ 
laikan fungsi suatu bangunan gedung baik 
secara administratif maupun teknis, sebe¬ 
lum pemanfaatannya. 

Profesor Hukum Tata Ruang 
Asep Warlan mengatakan bahwa salah 
satu persyaratan agar bangunan dapat 
disahkan sebagai bangunan layak fung¬ 
si bergantung pada dua dokumen, yaitu 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 
SLR “Sebetulnya urutannya itu IMB dulu. 
Setelah pembangunan selesai, baru diuji 
apakah layak atau tidak (red. SLF). Apa¬ 
kah lantai ini seharusnya ada tangga daru¬ 
rat atau tidak. Jadi SLF yang memastikan 
bangunan itu layak digunakan fungsional 
atau tidak,” jelasnya 

Selain itu, Ia juga menjelaskan 
bahwa banyak hal yang harus dipenuhi 
untuk mendapatkan SLF. “Hydrant harus 
bisa digunakan. Pembelian selang pemad¬ 
am kebakaran dan hydrant juga jangan 
sampai tidak cocok dengan lubangnya 
misalnya. Mungkin SLF belum dikeluar¬ 
kan karena pembangunan belum selesai 
dibangun juga,” 

Ia pun mengatakan bahwa semua 
yang kita kira dapat digunakan oleh mas¬ 
yarakat, wajib diuji kelayakan fungsi nya. 
“Seperti Samsung S7 yang ditarik dari 
peredaran karena dianggap tidak layak 
fungsi, mobil / kendaraan pribadi juga. 
Apalagi bangunan yang akan ada publik 
dengan jumlah banyak bersamaan di tem¬ 
pat yang sama,” ungkapnya. 


Hal serupa juga dikatakan oleh 
Heru W Poerbo dosen Arsitektur Institut 
Teknologi Bandung yang juga merupa¬ 
kan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
(TABG) Bandung. Ia mengatakan bah¬ 
wa SLF itu memastikan bahwa bangu¬ 
nan yang akan digunakan itu memenuhi 
syarat dan sesuai dengan rencana. 

“Setelah bangunan selesai diba¬ 
ngun, dicek sudah sesuai belum dengan 
rencananya. Kan bisa saja setelah diban¬ 
gun ada perubahan atau apa. Itu dipasti¬ 
kan sebelum dipakai itu layak digunakan, 
aman,” ujarnya saat diwawancarai di kan¬ 
tornya. Ia pun mengatakan bahwa setelah 
kurun waktu tertentu kemungkinan be¬ 
lum tentu tenang. Kemungkinan bisa ada 
kerusakan, ada perubahan lain sehingga 
harus diuji lagi SLF-nya berkala setiap 5 
tahun. 

Ketika ditanya mengenai ban¬ 
gunan apa saja yang perlu mengantongi 
SLF, Heru W Poerbo mengatakan bahwa 
yang dilihat lebih pada jenisnya, tetapi 
mengenai bangunan yang digunakan oleh 
atau memuat fungsi publik itu yang lebih 
diutamakan. “Kalau rumah tinggal itu su¬ 
karela aja,” ujarnya 

Menurut Heru juga dalam SLF 
ini yang paling diperhatikan ialah untuk 
keselamatan dan kesehatan, baru beri¬ 
kutnya kenyamanan dan fungsi yang lain. 
“Seperti kebakaran atau gempa bumi, 
kemudian kesehatan itu mencakup peng¬ 
gunaan material, seperti bahan-bahannya 
(red. beracun atau tidak). Matahari tidak 
masuk ke dalam ruang dan sebagainya,” 
katanya. 

Dari kriteria yang ada pun sudah 
ada standarnya, dan masing-masing pun¬ 
ya standar yang lengkap. 
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“Misalnya dari Standar Nasion¬ 
al Indonesia (SNI), atau lainnya. Di situ 
cukup jelas, jadi beda ukuran beda peng¬ 
gunaan ya kelengkapannya lain,” jelasnya. 
Hal lain yang diperhatikan juga misalnya 
adalah jalur evakuasi, berapa lama perjala¬ 
nannya, seberapa lebarnya dan lain-lain. 

SLF Antara Ada dan Tiada 

Bukan hanya di Jakarta, persoa¬ 
lan SLF dan keselamatan gedung ini juga 
menjadi bahan pembicaraan di kota lain¬ 
nya. Salah satunya kota Malang. Dilansir 
dari malangtimes.com (02/03/17) Marak¬ 
nya pembangunan gedung di Kota Malang 
dianggap sebagai sinyal atas perlunya 
pengaturan dan pembinaan yang bersifat 
administratif dan teknis. Karena itu, Di¬ 
nas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(DPUPR) Kota Malang bakal meninda¬ 
klanjuti bangunan dan gedung yang tak 
memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). 

Agus Pratoyo kabid cipta karya 
DPUPR kota Malang mengatakan bahwa 
SLF itu sangat penting. “Bila tak punya 
SLF, dampaknya pada kekhawatiran as¬ 
pek keandalan bangunan yang ditempati,” 
kata Agus. Selain itu, kurangnya tingkat 
keselamatan bangunan terhadap risiko ke¬ 
bakaran. Lantaran masih lemahnya fung¬ 
si keandalan bangunan tersebut. “Kami 
mengimbau dan memberikan pemaparan 
kepada mereka untuk mengurus pener¬ 
bitan SLF agar bangunannya dapat mem¬ 
berikan kenyamanan dan keamanan bagi 
publik,” ucapnya. 

Begitu juga di Kota Tanjung- 
pinang yang sudah mulai memperhatikan 
pentingnya SLF. Dilansir dari tribunnews- 
batam.com (6/09/15) pada 2015 lalu Dinas 
Tata Kota dan Pengawasan Pembangunan 
(Distako PP) Kota Tanjungpinang tengah 


merumuskan peraturan walikota (perw- 
al) tentang bangunan gedung. Perwal itu 
nantinya memastikan setiap setiap ge¬ 
dung yang dibangun di Tanjungpinang 
harus memiliki Sertifikat Layak Fungsi 
(SLF). 

Jika tidak memiliki SLF, maka 
gedung tersebut tidak boleh difungsikan. 
Efiyar M Amin selaku Kepala Distako PP 
Kota Tanjungpinang menjelaskan bahwa 
peraturan tersebut diterapkan untuk men¬ 
jamin kemanan, kenyamanan dan kesela¬ 
matan masyarakat umum. 

Lain halnya dengan kedua kota 
tersebut, dilansir dari pojokjabar.com 
(11/08/16) di Bekasi ditemukan bahwa 
Sejak dioperasikan dua tahun lalu, gedung 
10 lantai yang menjadi pusat perkantoran 
Pemerintah Kota Bekasi hingga saat itu 
belum dilengkapi dengan Sertifikat Layak 
Fungsi (SLF). Ironisnya, dari puluhan ba¬ 
ngunan tinggi di Kota Bekasi, hanya ada 8 
yang memiliki SLF. 

Di kota Bandung, melalui Titiek 
Sulandari Kepala Bidang Pengendalian 
Tata Ruang dan Bangunan mengatakan 
bahwa banyak bangunan di Bandung yang 
belum mengantongi SLF. Ia pun menga¬ 
takan bahwa SLF ini belum terlalu wajib. 
“Jadi memang untuk SLF ini belum terla¬ 
lu... wajib begitu,” ujarnya dengan diselin¬ 
gi hening sejenak menjelang dua kata ter¬ 
akhir. 

Selain itu Titiek juga mengatakan 
bahwa peraturan mengenai SLF ini masih 
dalam pembinaan. “Mungkin masih pem¬ 
binaan lah ya. Istilahnya tidak ada sanksi,” 
ujarnya. Ketika ditanya lebih lanjut men¬ 
genai maksud pembinaan ia menjelaskan 
bahwa hal itu tidak memaksa “Ya begitu, 
tidak memaksa, tidak ada sanksi dan se- 
bagainya,” Jelasnya 
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Ketika diklarifikasi lagi apakah 
SLF ini masih harus berupa permohonan 
dan tidak wajib, Heru Giovani selaku per¬ 
encana muda di Dinas Tata Ruang (Dista- 
ru) Kota Bandung hanya mengatakan bah¬ 
wa memang demikian adanya. “Memang 
kalau untuk SLF ini ada apa ya. Pembi¬ 
naan kalau istilah saya sendiri. Makanya 
baca dulu permen ini, nanti mengerti lah 
maksudnya seperti apa,” ujarnya. 

Ia pun mengatakan bahwa da¬ 
lam permen yang mengatur SLF memang 
tidak ada kata diwajibkan. “Meskipun dia 
berbicara untuk bangunan gedung, tetapi 
tidak ada kata-kata wajib itu di sini. Ber¬ 
beda dengan IMB,” jelasnya 

Namun memang persoalan SLF 
ini adalah persoalan bersama, dan kita 
tidak bisa sepenuhnya mengandalkan 
pemerintah. Yayat Supriatna selaku Pen¬ 
gamat Tata Kota mengatakan bahwa dari 
kejadian-kejadian yang telah terjadi dia 
menyarankan beberapa hal untuk diper¬ 
baiki. “Satu, perubahan dalam konteks 
regulasinya, dalam arti audit yang lebih 
benar.Kedua, ada sanksi yang lebih tegas 
bagi pemilik bangunan. Ketiga, keterbu¬ 


kaan. Dan yang terakhir ada perlu tim 
konsultan yang independen yang memang 
bertugas untuk mengaudit (red. bangunan 
gedung),” jelasnya 

Dalam persoalan SLF dan kese¬ 
lamatan bangunan juga diperlukan peran 
kesadaran dari pemilik bangunan untuk 
memberikan garansi kepada siapa saja 
penyewa atau penghuninya bahwa ban¬ 
gunan tersebut layak dan aman. “Karena 
sekali lagi, kita harus melindungi para 
pengguna bangunan tersebut. Bahwa ke¬ 
layakan itu terkait dengan perlindungan,” 
jelasnya 

Ia pun mengatakan bahwa perso¬ 
alannya itu bukan hanya persoalan SLF se¬ 
cara normatifnya saja, tapi juga bagaimana 
pengecekan, yang tentunya akan berimp¬ 
likasi pada biaya. “Pertanyaannya maukah 
pemilik bangunan itu mengeluarkan bi¬ 
aya sebagai tanggung jawab kepada para 
pengguna. Jadi tanggung jawab pemilik itu 
bukan persoalan pelayanannya saja, tapi 
juga pada keselamatan. Ini ada rantai yang 
putus antara perencana pembangunan, 
pemilik bangunan, dan pengelola,” ujarnya 
ketika menjadi narasumber di Metro TV 


Yang patut diingat bukanl; 
soal keselamatan. Ketika 
dan keselamatan itu ti 
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dalam program Prime Time News yang 
mengudara pada Selasa, 16 Januari 2018. 

Yayat pun menambahkan bah¬ 
wa ia melihat dalam persoalan ini perlu 
keterbukaan dan kejujuran. “Dikatakan 
bahwa banyak SLF yang tidak dijalankan, 
sanksinya apa, segel, tapi tak efektif. Sank¬ 
sinya apa, penutupan secara operasional, 
namun pasti merugi,” katanya. Ia juga 
mengatakan bahwa biasanya kebijakan 
sanksi terhambat saat berhadapan dengan 
gedung yang sudah beroperasi, “itu yang 
menjadi masalah,” jelasnya 

“Jadi permasalahan di kita ada¬ 
lah seberapa berani mengatakan, ini ge¬ 
dung disegel, jangan sewa ini, sebelum 
dia melakukan perbaikan dan mendapa¬ 
tkan SLF,” Yayat juga mengatakan bahwa 
Yang patut diingat bukanlah soal untung 
ruginya, tapi soal keselamatan, ketika kita 
bicara soal keamanan dan keselamatan itu 
tidak ada tawar menawar. 

Selain itu juga Benni Agus Can¬ 
dra Kepala Distaru Pemprov DKI Jakarta 
mengatakan dengan adanya SLF pun se¬ 
benarnya bukan berarti akan zero acci- 
dent, tetapi dengan adanya SLF ini dapat 


meminimalisir kecelakaan. 

“Memang pemerintah dalam hal 
ini tidak bisa meng-handle semuanya. Da¬ 
lam hal ini yang penting adalah pengelola 
bangunan lalu pengguna bangunan. Akan 
sangat lebih baik jika pengguna bangunan 
ikut melaporkan juga jika merasa bangu¬ 
nan yang ditempatinya dirasa ada ketidak- 
layakan atau membahayakan,” tuturnya 


h soal untung ruginya, tapi 
kita bicara soal keamanan 
lak ada tawar menawar 

























































“Kamu kan mahasiswa UNPAR, 
ya tanya saya dulu. Jangan langsung ke 
pemkot sehingga itu bisa diselesaikan di 
kampus gitu,” ucap Mangadar Situmo- 
rang selaku Rektor UNPAR diikuti den¬ 
gan gelak tawa ringan saat hadir sebagai 
saksi pada sidang sengketa informasi pada 
Selasa (17/10/2017) lalu di ruang kan¬ 
tor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 
(KIP Jabar). 

Pernyataan itu diucapkan Man¬ 
gadar saat Ketua Majelis Komisioner (MK) 
mempersilahkannya untuk memberi per¬ 
nyataan terakhir perihal permohonan 
informasi yang berlangsung. Tidak lama 
kemudian, pria yang mengenakan batik 
bermotif kuning-kecoklatan itu mening¬ 
galkan ruangan bersama dua orang yang 
datang bersamanya dengan diantar oleh 
ketiga anggota MK. 

Tentang ucapan Mangadar itu, 
Vincent Fabian Thomas selaku pemohon 
informasi mengaku sudah mendengar 
ucapan serupa berulang kali sejak kabar 
tentang permohonan informasinya dimuat 
oleh Koran Pikiran Rakyat. Pertama kali 
ia mendengar, pada Rabu (12/11/17) 
lalu, ketika Vincent memenuhi panggilan 


Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 
Alumni (WRIII), Paulus Sukapto. 

Di sebuah ruangan rapat di lantai 
2 rektorat, Vincent ditemani empat orang 
temannya ditanyai dalam rapat koordina¬ 
si bidang III (Rakorbid III) yang dihadiri 
sejumlah wakil dekan III dan Biro Kema¬ 
hasiswaan dan Alumni (BKA). Selain dit- 
anyain mengenai motivasi dirinya menga¬ 
jukan permohonan informasi, pertanyaan 
juga menyasar perihal sudah atau belum¬ 
nya ia mencoba jalur internal. 

Mengenai hal itu, Vincent pun 
mengakui bahwa ia memang belum mem¬ 
bicarakannya kepada rektorat atau lem¬ 
baga kemahasiswaan seperti Lembaga 
Kepresidenan Mahasiswa (LKM) dan Ma¬ 
jelis Perwakilan Mahasiswa (MPM). Kare¬ 
na anggapan bahwa Vincent selain bersta¬ 
tus sebagai warga negara juga berstatus 
sebagai mahasiswa UNPAR, langkahnya 
sempat dinilai tidak etis karena terkesan 
membawa permasalahan internal keluar 
UNPAR. 

“Di ruang sidang kita aja bisa kok 
dibereskan gak usah ke sana (red. KIP Ja¬ 
bar). Itu lah yang saya pikir menjadi im¬ 
presi negatif tadi (red. bagi UNPAR). Saya 
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pikir itu yang seharusnya bisa kita bicara¬ 
kan di dalam,” ucap Mangadar saat diwaw¬ 
ancarai terpisah pada Kamis (9/11/17) 
lalu. 

Meskipun demikian, Vincent 
berkilah bahwa apa yang dilakukannya 
memang seolah tidak patut dari kacama¬ 
ta UNPAR, tetapi UU No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
menjamin setiap prosedur yang telah 
dilaluinya adalah sah. Selain lebih memi¬ 
lih prosedur yang lebih terjamin, Vincent 
juga mengatakan bahwa UNPAR hingga 
saat ini belum memiliki Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang 
seharusnya menjadi jalur yang menjamin¬ 
nya saat menempuh mekanisme internal. 

Terkait dengan polemik masalah 
internal tadi, Dan Satriana yang juga men¬ 
jabat sebagai ketua Komisioner KIP Jabar 
menerangkan bahwa perguruan tinggi 
seharusnya tidak perlu menunggu inisi¬ 
atif mahasiswa. Menurutnya, andaikata 
informasi tersebut telah tersedia di web- 
site UNPAR misalnya, Vincent tentu tidak 
perlu menghabiskan waktu berbulan-bu¬ 
lan untuk mendapatkan informasi. 

Dan pun juga mengapresiasi jika 
seandainya semua rektor mengatakan “Si- 
lahkan tanya ke saya saja”. Namun, ia me¬ 
mandang perlu ada bukti konkrit bilama¬ 
na komitmen tersebut ditunjukan dengan 
tata kelola informasi yang terjamin dan 
mudah diakses. 

“Tapi dapat dibuktikan gak kalau 
informasi yang diminta itu misalnya ada 
di-website-nya. Kalau ada ya salah Vin¬ 
cent mengambil jalan memutar. Tapi kalau 
tidak, kesalahannya bukan dari pemohon 
informasi, tetapi di universitas itu,” ucap 
Dan ketika ia diwawancarai selepas sidang 
terakhir permohonan informasi yang 
dilakukan oleh Vincent. 


Lagipula, Keterbukaan Informa¬ 
si Publik, katanya kini diperkuat dengan 
UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Ketika dulu pemohon informasi dapat di¬ 
tolak dengan mudah tanpa indikator yang 
jelas bahkan tidak jarang kesulitan dalam 
prosedur dan pembuktian di pengadilan, 
UU tersebut menjamin adanya kepastian 
bagi pemohon informasi. Selain tidak lagi 
dapat dilempar ke sana-sini oleh dinas di 
pemerintah kota, permohonan informasi 
kini tidak rumit atau pun kompleks. 

Bahkan Permen DIKTI No. 75 
Tahun 2016 juga turut memperkuat de¬ 
sakan kepada universitas untuk membuka 
dirinya, meskipun baru mencangkup per¬ 
guruan tinggi negeri. 

^ ^Keterbukaan 
Informasi Pub¬ 
lik, katanya kini 
diperkuat dengan 
UUNo. 14 Tahun 
2008 dan UUNo. 

39 Tahun 1999 
tentang Hak Asa¬ 
si Manusia,y y 
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BERITA SEpum|jANGUNAN 



“Kobaran Api di Lantai 2 Ge- “Terhenti 2 Bulan, Pem- 

dung PPAG Hanguskan Satu bangunan PPAG Berjalan 

Unit Ruangan” Kembali” 




Sikapi Pembangunan, Maha- “Bongkar-Pasang Tata Ru- 

siswa Kirimkan Somasi Kepada an g Gedung PPAG” 

Yayasan” 








“Mahasiswa Keluhkan Time- “Yayasan Sebut Kontraktor 

line Pembangunan Yang Tidak Pembangunan PPAG Ber- 
Jelas” main Nakal” 
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